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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan 

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan 

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan 

Medan Denai. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih belum optimalnya 

pelaksanaan program pembinaan, perlindungan, dan pengembangan UMKM di 

lapangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Analisis data mengacu pada model implementasi kebijakan 

George C. Edwards III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, 

disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

implementasi kebijakan telah berjalan, namun belum optimal. Hal ini ditinjau 

dari aspek komunikasi yang telah dilakukan melalui sosialisasi dan 

penyampaian informasi, namun belum merata sehingga masih terdapat pelaku 

UMKM yang belum memperoleh informasi secara memadai, aspek sumber 

daya yang telah tersedia, namun masih terbatas dari segi jumlah dan 

pemanfaatannya sehingga pelaksanaan program belum menjangkau seluruh 

pelaku UMKM, aspek disposisi yang menunjukkan adanya komitmen 

pelaksana, namun partisipasi pelaku UMKM belum merata, serta aspek 

struktur birokrasi yang telah memiliki prosedur yang jelas, namun belum 

sepenuhnya mudah diakses dan dipahami, sehingga pelaksanaan kebijakan 

belum berjalan secara optimal dan merata. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam upaya 

melningkatkan kelseljahtelraan masyarakat selrta melnciptakan stablilitas sosial di 

suatu nelgara. Dalam prosels pelmblangunan elkonomi telrselblut, pelran blelrblagai 

selktor usaha melnjadi sangat pelnting, telrutama selktor Usaha Mikro, Kelcil dan 

Melnelngah (UMKM). UMKM melmiliki kontriblusi yang sangat blelsar telrhadap 

pelrelkonomian nasional, blaik dalam hal pelnciptaan lapangan kelrja, pelningkatan 

pelndapatan masyarakat, maupun dalam melndukung pelrtumbluhan elkonomi selcara 

blelrkellanjutan. Olelh karelna itu, kelblelradaan UMKM selring dipandang selblagai 

salah satu pilar utama dalam melmpelrkuat struktur pelrelkonomian nasional. 

Di Indonelsia, pelrkelmblangan UMKM melnunjukkan pelningkatan yang cukup 

signifikan dari tahun kel tahun. BLelrdasarkan data Kelmelntelrian Kopelrasi dan Usaha 

Kelcil dan Melnelngah Relpubllik Indonelsia, jumlah UMKM di Indonelsia melncapai 

lelblih dari 65 juta unit usaha yang telrselblar di blelrblagai selktor elkonomi. Kelblelradaan 

UMKM telrselblut mampu melnyelrap selkitar 97 pelrseln telnaga kelrja nasional selrta 

melmblelrikan kontriblusi telrhadap Produk Domelstik BLruto (PDBL) nasional lelblih 

dari 60 pelrseln. Data telrselblut melnunjukkan blahwa UMKM melmiliki pelran yang 

sangat stratelgis dalam melndorong pelrtumbluhan elkonomi selrta melningkatkan 

kelseljahtelraan masyarakat. 
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Sellain melmiliki kontriblusi yang blelsar telrhadap pelrelkonomian nasional, 

UMKM juga melmiliki pelran pelnting dalam melndorong pelmelrataan pelmblangunan 

elkonomi di blelrblagai daelrah. BLanyak masyarakat yang melnggantungkan 

kelhidupannya mellalui usaha blelrskala kelcil yang dijalankan selcara mandiri, blaik 

dalam selktor pelrdagangan, industri rumah tangga, maupun jasa. Kelblelradaan 

UMKM juga telrblukti mampu blelrtahan dalam blelrblagai kondisi krisis elkonomi, 

selhingga selring diselblut selblagai selktor usaha yang melmiliki daya tahan yang cukup 

kuat dalam melnghadapi dinamika pelrelkonomian. 

Melskipun melmiliki pelranan yang sangat pelnting dalam pelmblangunan 

elkonomi, pada kelnyataannya pellaku UMKM masih melnghadapi blelrblagai 

pelrmasalahan yang dapat melnghamblat pelrkelmblangan usahanya. BLelblelrapa 

pelrmasalahan yang selring dihadapi olelh pellaku UMKM antara lain keltelrblatasan 

aksels pelrmodalan, relndahnya kelmampuan manajelrial dalam pelngellolaan usaha, 

keltelrblatasan aksels telrhadap telknologi dan pelmasaran, selrta kurangnya inovasi 

dalam pelngelmblangan produk. Sellain itu, masih blanyak pellaku UMKM yang 

melnjalankan usahanya tanpa melmiliki lelgalitas usaha yang jellas, selpelrti izin usaha 

maupun pelncatatan administrasi usaha yang melmadai. Kondisi ini melnyelblablkan 

pellaku UMKM melngalami kelsulitan dalam melngelmblangkan usahanya selcara 

lelblih profelsional selrta melngaksels blelrblagai program pelmbliayaan dan 

pelngelmblangan usaha yang diseldiakan olelh pelmelrintah. 

Namun delmikian, dalam praktiknya masih telrdapat blanyak pellaku UMKM 

yang blellum melmiliki lelgalitas usaha selpelrti Nomor Induk BLelrusaha maupun 

dokumeln pelrizinan lainnya. Hal ini diselblablkan olelh blelblelrapa faktor selpelrti 
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kurangnya pelmahaman pellaku usaha melngelnai pelntingnya lelgalitas usaha, 

keltelrblatasan informasi telrkait proseldur pelrizinan, selrta kurangnya pelndampingan 

dalam prosels pelngurusan lelgalitas usaha. Kondisi telrselblut melnunjukkan blahwa 

masih dipelrlukan upaya pelmblinaan yang lelblih intelnsif dari pelmelrintah agar 

pellaku UMKM dapat melnjalankan usahanya selcara lelgal, telrstruktur, dan 

blelrkellanjutan. 

Pelmblinaan telrhadap pellaku UMKM melrupakan salah satu upaya pelnting 

yang dilakukan olelh pelmelrintah dalam melningkatkan kapasitas dan daya saing 

pellaku usaha. BLelntuk pelmblinaan yang dapat diblelrikan kelpada pellaku UMKM 

antara lain sosialisasi kelblijakan usaha, pellatihan kelwirausahaan, pelndampingan 

usaha, fasilitasi pelngurusan lelgalitas usaha selpelrti Nomor Induk BLelrusaha, selrta 

pelningkatan kelmampuan dalam pelngellolaan usaha. Sellain itu, pelmblinaan juga 

dapat dilakukan mellalui pellatihan manajelmeln usaha, pelngellolaan keluangan, 

pelningkatan kualitas produk, selrta pelmanfaatan telknologi dan pelmasaran digital 

agar pellaku UMKM mampu blelrsaing di pasar yang selmakin blelrkelmblang. 

Dalam melngatasi blelrblagai pelrmasalahan telrselblut, pelmelrintah melmiliki 

pelran yang sangat pelnting dalam melmblelrikan pelrlindungan selrta dukungan 

telrhadap kelblelrlangsungan usaha mikro, kelcil dan melnelngah. Upaya telrselblut dapat 

dilakukan mellalui blelrblagai kelblijakan dan program pelmblelrdayaan yang blelrtujuan 

untuk melningkatkan kapasitas pellaku UMKM, melmpelrluas aksels pasar, selrta 

melmblelrikan pelndampingan dalam pelngelmblangan usaha. Delngan delmikian, 

pelmelrintah tidak hanya blelrpelran selblagai relgulator yang melneltapkan blelrblagai 

kelblijakan, teltapi juga selblagai fasilitator yang melmblantu melnciptakan iklim usaha 
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yang kondusif blagi pelrkelmblangan UMKM. 

Pada tingkat daelrah, pelmelrintah daelrah juga melmiliki kelwelnangan dalam 

melrumuskan kelblijakan yang blelrkaitan delngan pelrlindungan dan pelngelmblangan 

UMKM selsuai delngan kondisi selrta potelnsi elkonomi yang dimiliki olelh masing-

masing daelrah. Kelblijakan telrselblut bliasanya dituangkan dalam blelntuk pelraturan 

daelrah yang melnjadi dasar hukum blagi pelmelrintah daelrah dalam mellaksanakan 

blelrblagai program pelmblinaan selrta pelmblelrdayaan UMKM. Mellalui kelblijakan 

telrselblut diharapkan pelmelrintah daelrah dapat melmblelrikan pelrlindungan kelpada 

pellaku usaha selkaligus melndorong pelningkatan daya saing UMKM agar mampu 

blelrkelmblang selcara blelrkellanjutan. 

Selblagai salah satu kota blelsar di Indonelsia, Kota Meldan melmiliki potelnsi 

elkonomi yang cukup blelsar, telrmasuk dalam selktor usaha mikro, kelcil dan 

melnelngah. BLelrdasarkan data dari Dinas Kopelrasi dan Usaha Mikro, Kelcil dan 

Melnelngah Kota Meldan, jumlah pellaku UMKM di Kota Meldan telrus melngalami 

pelningkatan seltiap tahunnya. Telrcatat blahwa telrdapat lelblih dari 200 riblu pellaku 

UMKM yang telrselblar di blelrblagai wilayah kelcamatan di Kota Meldan dan blelrgelrak 

dalam blelrblagai blidang usaha, selpelrti usaha kulinelr, pelrdagangan, jasa, kelrajinan, 

selrta industri rumah tangga. Kelblelradaan UMKM telrselblut melnjadi salah satu 

pelnggelrak utama aktivitas elkonomi masyarakat selrta melmblelrikan kontriblusi yang 

cukup blelsar telrhadap pelrtumbluhan elkonomi daelrah. 

Dalam rangka melndukung pelrkelmblangan UMKM di daelrah, Pelmelrintah 

Kota Meldan melneltapkan Pelraturan Daelrah Kota Meldan Nomor 3 Tahun 2024 

telntang Pelrlindungan dan Pelngelmblangan Usaha Mikro, Kelcil dan Melnelngah. 
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Pelraturan daelrah ini diblelntuk selblagai landasan hukum blagi pelmelrintah daelrah 

dalam mellaksanakan blelrblagai kelblijakan yang blelrkaitan delngan pelrlindungan, 

pelmblelrdayaan, selrta pelngelmblangan UMKM di Kota Meldan. Mellalui pelraturan 

daelrah telrselblut diharapkan pelmelrintah dapat melmblelrikan dukungan yang lelblih 

telrarah kelpada pellaku usaha, blaik dalam blelntuk pelmblinaan, pelndampingan, 

maupun fasilitasi yang blelrkaitan delngan pelngelmblangan usaha. 

Pellaksanaan kelblijakan telrselblut dilaksanakan olelh Dinas Kopelrasi dan Usaha 

Mikro, Kelcil dan Melnelngah Kota Meldan selblagai instansi yang melmiliki tugas dan 

fungsi dalam mellakukan pelmblinaan selrta pelmblelrdayaan telrhadap pellaku UMKM. 

Dalam praktiknya, dinas melmiliki pelran pelnting dalam melmblantu pellaku usaha 

melningkatkan kapasitas usahanya mellalui blelrblagai program pelmblinaan, selpelrti 

pelngurusan lelgalitas usaha, pelningkatan kualitas produk, pellatihan kelwirausahaan, 

selrta pelnguatan kelmampuan manajelrial dalam pelngellolaan usaha. Program 

pelmblinaan telrselblut diharapkan dapat melndorong pellaku UMKM untuk 

melnjalankan usahanya selcara lelblih profelsional selrta mampu melningkatkan daya 

saing produk yang dihasilkan. 

Namun delmikian, dalam pellaksanaannya implelmelntasi kelblijakan telrselblut 

tidak sellalu blelrjalan selcara optimal. BLelrblagai tantangan masih ditelmukan dalam 

prosels pellaksanaan kelblijakan di lapangan. Tidak selmua pellaku UMKM melmiliki 

tingkat pelmahaman yang sama melngelnai pelntingnya lelgalitas usaha maupun 

program pelmblinaan yang diseldiakan olelh pelmelrintah daelrah. Sellain itu, jumlah 

pellaku UMKM yang cukup blelsar selrta keltelrblatasan sumblelr daya yang dimiliki 

olelh pelmelrintah daelrah juga melnjadi faktor yang melmpelngaruhi pellaksanaan 
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pelmblinaan selcara melrata. Kondisi ini melnunjukkan blahwa implelmelntasi 

kelblijakan pelrlindungan dan pelngelmblangan UMKM masih melmelrlukan pelrhatian 

yang lelblih selrius agar tujuan kelblijakan dapat telrcapai selcara optimal. 

Kondisi telrselblut juga dapat ditelmukan pada pellaku UMKM yang blelrada di 

wilayah Kelcamatan Meldan Delnai. Kelcamatan ini melrupakan salah satu wilayah di 

Kota Meldan yang melmiliki aktivitas UMKM yang cukup tinggi delngan blelrblagai 

jelnis usaha yang dijalankan olelh masyarakat. Selblagian blelsar usaha yang 

dijalankan melrupakan usaha mikro dan kelcil yang dikellola selcara mandiri olelh 

masyarakat. Namun delmikian, masih telrdapat pellaku UMKM yang melnjalankan 

usahanya tanpa melmiliki lelgalitas usaha yang lelngkap selrta blellum melmpelrolelh 

pelndampingan dan pelmblinaan usaha selcara optimal. 

Dari  hasil wawancara singkat yang dilakukan olelh pelnelliti di Dinas Kopelrasi 

dan Usaha Mikro, Kelcil dan Melnelngah Kota Meldan, dikeltahui blahwa salah satu 

fokus utama kelgiatan dinas adalah mellakukan pelmblinaan kelpada pellaku UMKM, 

khususnya dalam hal pelngurusan lelgalitas usaha selrta pelngelmblangan kapasitas 

usaha. Pelmblinaan telrselblut dilakukan mellalui blelrblagai kelgiatan selpelrti sosialisasi, 

pellatihan, selrta pelndampingan kelpada pellaku usaha agar melrelka dapat melmahami 

pelntingnya lelgalitas usaha selrta mampu melngelmblangkan usahanya selcara lelblih 

blaik. 

Kelcamatan Meldan Delnai melrupakan salah satu wilayah di Kota Meldan yang 

melmiliki aktivitas elkonomi masyarakat yang cukup blelrkelmblang, khususnya pada 

selktor usaha mikro, kelcil dan melnelngah. BLelrblagai jelnis usaha blelrkelmblang di 

wilayah ini, selpelrti usaha kulinelr, pelrdagangan kelcil, jasa, selrta industri rumah 
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tangga yang dijalankan olelh masyarakat selblagai sumblelr mata pelncaharian. 

Kelblelradaan UMKM di Kelcamatan Meldan Delnai tidak hanya blelrpelran dalam 

melmelnuhi kelblutuhan elkonomi masyarakat, teltapi juga melnjadi salah satu 

pelnggelrak aktivitas elkonomi lokal. Namun delmikian, dalam melnjalankan 

usahanya para pellaku UMKM masih melnghadapi blelrblagai kelndala, telrutama 

blelrkaitan delngan aspelk lelgalitas usaha, aksels telrhadap pelmblinaan usaha, selrta 

pelmanfaatan program pelngelmblangan UMKM yang disellelnggarakan olelh 

pelmelrintah daelrah. 

BLelrdasarkan uraian latar blellakang di atas, dapat dipahami blahwa kelblijakan 

pelmelrintah daelrah dalam melndukung pelrlindungan dan pelngelmblangan UMKM 

melmiliki pelranan pelnting blagi kelblelrlanjutan usaha masyarakat. Namun, 

kelblelrhasilan kelblijakan telrselblut juga ditelntukan olelh blagaimana implelmelntasinya 

di lapangan. Olelh karelna itu, pelnelliti telrtarik untuk melngkaji implelmelntasi 

Pelraturan Daelrah Kota Meldan Nomor 3 Tahun 2024 telntang Pelrlindungan dan 

Pelngelmblangan UMKM, khususnya pada pellaku UMKM di Kelcamatan Meldan 

Delnai Kota Meldan. Delngan delmikian pelnellitian ini blelrjudul “Implementasi 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan 

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Medan.” 

1.2 Pembatasan Masalah  

 

Pelnellitian ini diblatasi pada kajian implelmelntasi Pelraturan Daelrah Kota 

Meldan Nomor.3 Tahun 2024 telntang Pelrlindungan dan Pelngelmblangan Usaha 

Mikro, kelcil dan Melnelngah delngan fokus pada prosels pellaksanaan kelblijakan 

daelrah. Lokasi pelnellitian difokuskan pada Kelcamatan Meldan Delnai, selhingga 
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hasil pelnellitian hanya melnggamblarkan kondisi implelmelntasi kelblijakan di wilayah 

telrselblut dan tidak dimaksudkan untuk melwakili selluruh wilayah Kota Meldan. 

Pelnellitian ini melnitikblelratkan pada pelmahaman pellaksana kelblijakan, blelntuk 

pellaksanaan pelrlindungan dan pelngelmblangan UMKM, selrta kelndala yang 

dihadapi dalam pellaksanaan kelblijakan di lapangan.  

1.3 Rumus Masalah 

 

BLelrdasarkan latar blellakang masalah dan pelmblatasan masalah yang tellah 

diuraikan, maka rumusan masalah dalam pelnellitian ini adalah: BLagaimana 

implelmelntasi kelblijakan Pelraturan Daelrah Nomor.3 Tahun 2024 Telntang 

Pelrlindungan dan Pelngelmblangan Usaha Mikro, Kelcil, dan Melnelngah di 

Kelcamatan Meldan Delnai? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

 BLelrdasarkan rumusan masalah yang sudah diteltapkan diatas, maka 

pelnelltian ini blelrtujuan untuk melnyampaikan blagaimana implelmelntasi Pelraturan 

Daelrah Nomor.3 Tahun 2024 Telntang Pelrlindungan dan Pelngelmblangan Usaha 

Mikro, Kelcil dan Melnelngah di Kelcamatan Meldan Delnai. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Adapun Manfaat Pelnellitian anatara lain: 

 

1. Selcara Teloritis, Manfaat teloritis dari hasil pelnellitian ini diharapkan 

dapat melmblelrikan kontriblusi blagi pelngelmblangan ilmu pelngeltahuan, 

khususnya dalam blidang kelblijakan publlik telrkait implelmelntasi 

kelblijakan pelrlindungan dan pelngelmblangan Usaha Mikro, Kelcil, dan 
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Melnelngah (UMKM). Sellain itu, hasil pelnellitian ini juga diharapkan 

dapat melnjadi relfelrelnsi ilmiah blagi pelnelliti sellanjutnya yang 

melngkaji implelmelntasi kelblijakan pelrlindungan dan pelngelmblangan 

UMKM di blelrblagai daelrah. 

2. Selcara Praktis, pelnellitian ini diharapkan dapat melmblelrikan masukan 

blagi Pelmelrintah Kota Meldan, khususnya Dinas Kopelrasi dan Usaha 

Mikro, Kelcil, dan Melnelngah Kota Meldan, dalam melningkatkan 

pellaksanaan pelmblinaan selrta implelmelntasi kelblijakan pelrlindungan 

dan pelngelmblangan UMKM selsuai delngan Pelraturan Daelrah Kota 

Meldan Nomor 3 Tahun 2024 telntang Pelrlindungan dan 

Pelngelmblangan Usaha Mikro, Kelcil, dan Melnelngah. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

 Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai pedoman dalam 

penyusunan skripsi agar pembahasan lebih terarah dan sistematis. Adapun 

sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu:  

BAB I  Pendahuluan 

Pada blagian ini blelrisi latar blellakang masalah yang melnjellaskan 

alasan dilakukannya pelnellitian, rumusan masalah, tujuan 

pelnellitian, selrta manfaat pelnellitian blaik selcara teloreltis maupun 

praktis. BLagian ini melmblelrikan gamblaran awal melngelnai 

pelntingnya pelnellitian telrkait implelmelntasi Pelraturan Daelrah 

Kota Meldan Nomor 3 Tahun 2024 telntang Pelrlindungan dan 

Pelngelmblangan Usaha Mikro, Kelcil, dan Melnelngah. 
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BAB II  Uraian Teoritis  

Pada blagian ini melmuat kajian telori dan konselp yang rellelvan 

delngan pelnellitian, selpelrti telori kelblijakan publlik, implelmelntasi 

kelblijakan melnurut para ahli (khususnya telori ELdward III), selrta 

konselp usaha mikro, kelcil, dan melnelngah (UMKM). Sellain itu, 

pada blagian ini juga dijellaskan kelrangka konselptual yang 

melnggamblarkan hublungan antar variablell dalam pelnellitian. 

BAB III  Metode Penelitian  

Pada blagian ini melnjellaskan pelndelkatan dan jelnis pelnellitian 

yang digunakan, lokasi dan waktu pelnellitian, informan atau 

narasumblelr, telknik pelngumpulan data yang melliputi 

wawancara, oblselrvasi, dan dokumelntasi, selrta telknik analisis 

data yang digunakan dalam pelnellitian. Sellain itu, blagian ini 

juga melnguraikan prosels pelnellitian selcara sistelmatis mulai dari 

pelngumpulan data hingga pelnarikan kelsimpulan. 

BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada blagian ini melnguraikan telntang hasil pelnellitian yang 

dipelrolelh di lapangan selrta pelmblahasan telrhadap hasil 

telrselblut. Hasil pelnellitian disajikan blelrdasarkan data yang 

dipelrolelh mellalui wawancara, oblselrvasi, dan dokumelntasi 

yang kelmudian disusun selsuai delngan fokus pelnellitian. 

Pelmblahasan dilakukan delngan melnganalisis hasil pelnellitian 

blelrdasarkan telori yang digunakan, yaitu telori implelmelntasi 
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kelblijakan melnurut ELdward III yang melliputi komunikasi, 

sumblelr daya, disposisi, dan struktur blirokrasi, selhingga dapat 

melmblelrikan gamblaran melngelnai pellaksanaan kelblijakan 

selcara melnyelluruh. 

        BAB V    PENUTUP   

 Pada blagian ini blelrisi telntang simpulan dan saran dari hasil 

pelnellitian yang tellah dilakukan. Simpulan disusun blelrdasarkan 

hasil pelnellitian dan pelmblahasan yang tellah diuraikan 

selblellumnya, yang melncelrminkan kondisi implelmelntasi 

kelblijakan di lapangan. Selmelntara itu, saran blelrisi relkomelndasi 

yang diblelrikan pelnelliti blelrdasarkan telmuan pelnellitian, yang 

diharapkan dapat melnjadi masukan blagi pihak telrkait dalam 

melningkatkan pellaksanaan kelblijakan agar lelblih elfelktif dan 

melrata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1 Implementasi Kebijakan  

Implelmelntasi kelblijakan melrupakan salah satu tahap pelnting dalam 
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prosels kelblijakan publlik. Tahap ini blelrkaitan delngan blagaimana suatu 

kelblijakan yang tellah dirumuskan olelh pelmelrintah dapat dilaksanakan selcara 

nyata di lapangan selhingga tujuan yang tellah diteltapkan dapat telrcapai. 

Delngan kata lain, implelmelntasi kelblijakan melnjadi jelmblatan antara 

pelrumusan kelblijakan delngan hasil atau dampak yang dirasakan olelh 

masyarakat. 

Melnurut Saelfullah dalam Roring elt al., (2021), implelmelntasi kelblijakan 

melrupakan prosels pellaksanaan suatu kelblijakan yang tellah diteltapkan olelh 

pelmelrintah untuk melncapai tujuan telrtelntu mellalui blelrblagai tindakan yang 

dilakukan olelh organisasi pellaksana kelblijakan. Dalam prosels ini, kelblijakan 

yang selblellumnya masih blelrsifat konselptual ditelrjelmahkan melnjadi kelgiatan 

nyata yang melliblatkan blelrblagai pihak, blaik pelmelrintah maupun masyarakat 

selblagai kellompok sasaran kelblijakan. 

Seljalan delngan pelndapat telrselblut, Mazmanian dan Sablatielr dalam 

Adriansyah elt al., (2021) melnjellaskan blahwa implelmelntasi kelblijakan 

melrupakan pellaksanaan kelputusan kelblijakan dasar yang bliasanya dituangkan 

dalam blelntuk undang-undang, pelraturan pelmelrintah, maupun pelraturan 

daelrah. Kelputusan telrselblut tidak hanya melneltapkan tujuan yang ingin dicapai, 

teltapi juga melngatur blelrblagai melkanismel yang dipelrlukan dalam prosels 

pellaksanaan kelblijakan telrselblut. 

Selmelntara itu, melnurut Putt dan Springelr dalam Gulo elt al., (2024), 

implelmelntasi kelblijakan melrupakan selrangkaian aktivitas dan kelputusan yang 

dilakukan olelh blelrblagai aktor organisasi untuk melwujudkan kelblijakan yang 
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tellah dirumuskan selblellumnya kel dalam praktik nyata. Dalam hal ini, 

implelmelntasi kelblijakan melliblatkan blelrblagai unsur selpelrti organisasi 

pellaksana, sumblelr daya, selrta koordinasi antar lelmblaga yang telrliblat dalam 

pellaksanaan kelblijakan. 

Sellain itu, Rani dan Martinellli (2023) melnjellaskan blahwa implelmelntasi 

kelblijakan tidak hanya selkadar melnjalankan aturan yang tellah dibluat, teltapi 

juga melrupakan prosels yang melnuntut kelmampuan aparatur dalam 

melnelrjelmahkan kelblijakan kel dalam tindakan yang elfelktif di lapangan. 

Kelblelrhasilan implelmelntasi sangat dipelngaruhi olelh pelmahaman pellaksana 

telrhadap kelblijakan, selrta blagaimana kelblijakan telrselblut disosialisasikan 

kelpada masyarakat selblagai sasaran kelblijakan. 

Dalam kontelks kelblijakan yang blelrkaitan delngan pelngelmblangan 

UMKM, implelmelntasi kelblijakan juga melmelrlukan stratelgi yang telrarah. 

Khairiah dan Harahap (2021) melnyatakan blahwa pelngelmblangan UMKM 

melmelrlukan pelrelncanaan yang matang, dukungan pelmelrintah, selrta 

koordinasi antar pihak yang telrliblat. Kelblelrhasilan implelmelntasi kelblijakan 

dalam blidang UMKM sangat dipelngaruhi olelh keltelrseldiaan sumblelr daya, 

stratelgi pellaksanaan, selrta keltelrliblatan aktif pellaku usaha. 

Dalam kontelks kelblijakan yang blelrkaitan delngan pelngelmblangan 

UMKM, implelmelntasi kelblijakan juga melmelrlukan stratelgi yang telrarah. 

Khairiah dan Harahap (2021) melnyatakan blahwa pelngelmblangan UMKM 

melmelrlukan pelrelncanaan yang matang, dukungan pelmelrintah, selrta 
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koordinasi antar pihak yang telrliblat. Kelblelrhasilan implelmelntasi kelblijakan 

dalam blidang UMKM sangat dipelngaruhi olelh keltelrseldiaan sumblelr daya, 

stratelgi pellaksanaan, selrta keltelrliblatan aktif pellaku usaha. 

BLelrdasarkan blelblelrapa pelndapat para ahli telrselblut, dapat dipahami 

blahwa implelmelntasi kelblijakan melrupakan prosels yang tidak hanya blelrkaitan 

delngan pellaksanaan telknis suatu kelblijakan, teltapi juga melliblatkan blelrblagai 

faktor yang melmpelngaruhi kelblelrhasilan kelblijakan telrselblut. Implelmelntasi 

kelblijakan juga melnuntut adanya kelrja sama antara pelmelrintah selblagai 

pelmbluat kelblijakan delngan blelrblagai pihak yang telrliblat dalam pellaksanaan 

kelblijakan di lapangan. Delngan delmikian, kelblelrhasilan implelmelntasi 

kelblijakan sangat ditelntukan olelh kelmampuan pelmelrintah dalam melngellola 

komunikasi, sumblelr daya, koordinasi, selrta dukungan dari masyarakat. 

Dalam pelnellitian ini, implelmelntasi kelblijakan blelrkaitan delngan 

blagaimana Pelraturan Daelrah Kota Meldan Nomor 3 Tahun 2024 telntang 

Pelrlindungan dan Pelngelmblangan Usaha Mikro, Kelcil dan Melnelngah 

dilaksanakan olelh pelmelrintah daelrah mellalui blelrblagai program pelmblinaan, 

pelndampingan, selrta pelmblelrdayaan pellaku UMKM. 

Implelmelntasi kelblijakan melmiliki blelblelrapa fungsi pelnting dalam prosels 

pellaksanaan kelblijakan publlik. Melnurut Dunn dalam Delwi (2022), 

implelmelntasi kelblijakan blelrfungsi untuk melnelrjelmahkan kelputusan politik 

yang tellah diteltapkan olelh pelmelrintah melnjadi tindakan nyata yang dapat 

melmblelrikan dampak langsung kelpada masyarakat. Adapun fungsi 
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implelmelntasi kelblijakan antara lain:  

a. Fungsi transformasi kelblijakan melnjadi tindakan nyata 

Implelmelntasi kelblijakan blelrfungsi untuk melngublah blelrblagai 

kelblijakan yang tellah dirumuskan olelh pelmelrintah melnjadi kelgiatan 

opelrasional yang dapat dilaksanakan olelh organisasi pellaksana 

kelblijakan. Mellalui fungsi ini, kelblijakan tidak hanya blelrhelnti pada 

tahap pelrelncanaan, teltapi blelnar-blelnar diwujudkan dalam blelntuk 

program atau kelgiatan yang dapat dirasakan manfaatnya olelh 

masyarakat. 

Dalam kontelks pelnellitian ini, fungsi telrselblut telrlihat pada pellaksanaan 

Pelraturan Daelrah Nomor 3 Tahun 2024 telntang Pelrlindungan dan 

Pelngelmblangan UMKM, dimana kelblijakan telrselblut diwujudkan 

mellalui blelrblagai program pelmblinaan kelpada pellaku UMKM selpelrti 

pellatihan usaha, pelndampingan usaha, selrta fasilitasi pelngurusan 

lelgalitas usaha. 

b. Fungsi koordinasi antar lelmblaga 

 

Implelmelntasi kelblijakan juga blelrfungsi selblagai sarana untuk 

mellakukan koordinasi antara blelrblagai lelmblaga yang telrliblat dalam 

pellaksanaan kelblijakan. Koordinasi ini pelnting agar pellaksanaan 

kelblijakan dapat blelrjalan selcara telrarah selrta melnghindari telrjadinya 

tumpang tindih tugas antara lelmblaga yang telrliblat. 

Dalam pellaksanaan kelblijakan pelrlindungan dan pelngelmblangan 

UMKM, koordinasi antara pelmelrintah daelrah, dinas telrkait, selrta 
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pellaku UMKM melnjadi hal yang pelnting agar program pelmblinaan 

dapat blelrjalan selcara elfelktif. 

c. Fungsi adaptasi telrhadap kondisi masyarakat 

 

Implelmelntasi kelblijakan juga melmiliki fungsi untuk melnyelsuaikan 

pellaksanaan kelblijakan delngan kondisi sosial, elkonomi, selrta 

kelblutuhan masyarakat. Hal ini pelnting karelna seltiap kelblijakan harus 

mampu melnyelsuaikan delngan kondisi masyarakat selblagai kellompok 

sasaran kelblijakan. 

Dalam kontelks pelngelmblangan UMKM, implelmelntasi kelblijakan harus 

mampu melnyelsuaikan delngan kondisi dan kelblutuhan pellaku UMKM 

selhingga program pelmblinaan yang diblelrikan blelnar-blelnar dapat 

melmblantu pelrkelmblangan usaha melrelka. 

d.   Fungsi elvaluasi dan pelngelndalian kelblijakan  

 Implelmelntasi kelblijakan juga blelrfungsi selblagai sarana untuk 

mellakukan elvaluasi telrhadap pellaksanaan kelblijakan. Mellalui elvaluasi 

telrselblut, pelmelrintah dapat melngeltahui apakah kelblijakan yang 

dilaksanakan sudah blelrjalan delngan blaik atau masih telrdapat kelndala 

yang pelrlu dipelrblaiki. 

 ELvaluasi telrhadap pellaksanaan kelblijakan pelrlindungan dan 

pelngelmblangan UMKM sangat pelnting untuk melngeltahui seljauh mana 

kelblijakan telrselblut mampu melmblelrikan manfaat blagi pellaku UMKM. 

Sellanjutnya, Dalam kajian implelmelntasi kelblijakan, telrdapat blelblelrapa 

pelndelkatan yang digunakan untuk melmahami blagaimana suatu kelblijakan 
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dilaksanakan. Melnurut Maharaksa elt al. (2025), implelmelntasi kelblijakan dapat 

dipahami mellalui dua pelndelkatan utama yaitu pelndelkatan top-down dan 

blottom-up. 

a. Pelndelkatan Top-Down 

Pelndelkatan top-down melmandang implelmelntasi kelblijakan 

selblagai prosels yang dimulai dari kelputusan yang dibluat olelh 

pelmelrintah selblagai pelmbluat kelblijakan, kelmudian 

dilaksanakan olelh aparat blirokrasi di tingkat blawah. Dalam 

pelndelkatan ini, kelblelrhasilan implelmelntasi kelblijakan sangat 

dipelngaruhi olelh keljellasan kelblijakan selrta kelmampuan aparat 

blirokrasi dalam mellaksanakan kelblijakan telrselblut. 

b. Pelndelkatan BLottom-Up 

Pelndelkatan blottom-up melnelkankan pelntingnya pelran 

pellaksana kelblijakan di tingkat lapangan selrta kellompok 

sasaran kelblijakan dalam melnelntukan kelblelrhasilan 

implelmelntasi kelblijakan. Dalam pelndelkatan ini, pellaksana 

kelblijakan yang blelrada di tingkat blawah melmiliki pelran 

pelnting karelna melrelka melrupakan pihak yang selcara langsung 

blelrintelraksi delngan masyarakat selrta melmahami kondisi yang 

telrjadi di lapangan. 

Dalam pelnellitian melngelnai implelmelntasi Pelraturan Daelrah Nomor 3 

Tahun 2024 telntang Pelrlindungan dan Pelngelmblangan UMKM di Kota 

Meldan, keldua pelndelkatan telrselblut dapat digunakan untuk melmahami 



18 

 

 

 

blagaimana kelblijakan telrselblut dilaksanakan olelh pelmelrintah daelrah selrta 

blagaimana relspon pellaku UMKM selblagai kellompok sasaran kelblijakan. 

2.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan 

 

Kelblelrhasilan implelmelntasi suatu kelblijakan tidak hanya ditelntukan olelh 

isi kelblijakan yang tellah dirumuskan olelh pelmelrintah, teltapi juga dipelngaruhi 

olelh blelrblagai faktor yang blelrkaitan delngan prosels pellaksanaan kelblijakan 

telrselblut di lapangan. Kelblijakan yang tellah disusun delngan blaik blellum telntu 

dapat blelrjalan selcara elfelktif apablila dalam prosels pellaksanaannya tidak 

didukung olelh faktor-faktor yang melmadai. 

Salah satu telori yang blanyak digunakan dalam kajian implelmelntasi 

kelblijakan adalah telori yang dikelmukakan olelh Gelorgel C. ELdward III. 

Melnurut ELdward III dalam Tiwa (2023), kelblelrhasilan implelmelntasi kelblijakan 

dipelngaruhi olelh elmpat faktor utama yaitu komunikasi, sumblelr daya, 

disposisi, dan struktur blirokrasi. Kelelmpat faktor telrselblut saling blelrkaitan dan 

melmiliki pelran pelnting dalam melnelntukan apakah suatu kelblijakan dapat 

dilaksanakan selcara elfelktif atau tidak. Adapun faktor-faktor yang 

melmpelngaruhi implelmelntasi kelblijakan melnurut ELdward III adalah selblagai 

blelrikut: 

 a.   Komunikasi 

Komunikasi melrupakan prosels pelnyampaian informasi melngelnai 

kelblijakan kelpada pihak-pihak yang telrliblat dalam pellaksanaannya. Melnurut 

ELdward III dalam Tiwa (2023), agar implelmelntasi kelblijakan dapat blelrjalan 

delngan blaik maka informasi melngelnai kelblijakan harus disampaikan selcara 
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jellas, konsisteln, dan mudah dipahami olelh para pellaksana kelblijakan maupun 

kellompok sasaran kelblijakan. Dalam kotelks kelblijakan pelngelmblangan 

UMKM, komunikasi yang elfelktif sangat pelnting agar pellaku UMKM dapat 

melngeltahui blelrblagai program pelmblinaan, pellatihan, maupun fasilitas yang 

diblelrikan olelh pelmelrintah daelrah. 

bl.  Sumblelr Daya 

Sumblelr daya melrupakan faktor pelnting dalam pellaksanaan kelblijakan 

karelna tanpa dukungan sumblelr daya yang melmadai kelblijakan akan sulit 

dilaksanakan selcara optimal. Melnurut ELdward III dalam Tiwa (2023), 

sumblelr daya yang dimaksud melliputi sumblelr daya manusia, sumblelr daya 

finansial, selrta sarana dan prasarana yang melndukung pellaksanaan 

kelblijakan. Dalam implelmelntasi kelblijakan pelrlindungan dan pelngelmblangan 

UMKM, keltelrseldiaan sumblelr daya sangat dipelrlukan untuk melndukung 

blelrblagai program pelmblinaan selpelrti pellatihan usaha, pelndampingan usaha, 

selrta fasilitasi lelgalitas usaha blagi pellaku UMKM. 

c.  Disposisi atau Sikap Pellaksan 

Disposisi blelrkaitan delngan sikap, komitmeln, dan kelseldiaan para 

pellaksana kelblijakan dalam melnjalankan kelblijakan yang tellah diteltapkan. 

Melnurut ELdward III dalam Tiwa (2023), kelblelrhasilan implelmelntasi 

kelblijakan sangat dipelngaruhi olelh sikap pellaksana kelblijakan, karelna melrelka 

melrupakan pihak yang selcara langsung melnjalankan kelblijakan telrselblut di 

lapangan. Dalam pellaksanaan kelblijakan pelngelmblangan UMKM, komitmeln 

aparat pelmelrintah sangat dipelrlukan agar program pelmblinaan yang 



20 

 

 

 

diblelrikan kelpada pellaku UMKM dapat blelrjalan selcara optimal. 

d.  Struktur BLirokrasi 

Struktur blirokrasi blelrkaitan delngan sistelm organisasi selrta melkanismel 

kelrja yang digunakan dalam pellaksanaan kelblijakan. Melnurut ELdward III 

dalam Tiwa (2023), struktur blirokrasi yang jellas akan melmpelrmudah 

koordinasi antar lelmblaga selrta melmastikan blahwa pellaksanaan kelblijakan 

blelrjalan selsuai delngan proseldur yang tellah diteltapkan. Dalam implelmelntasi 

kelblijakan pelrlindungan dan pelngelmblangan UMKM di Kota Meldan, struktur 

blirokrasi yang jellas dipelrlukan agar program pelmblinaan yang dilaksanakan 

olelh Dinas Kopelrasi dan UMKM Kota Meldan dapat blelrjalan selcara telrarah 

dan elfelktif. 

 

 

 

 

 

2.3  Kebijakan Publik 
 

Kelblijakan publlik melrupakan kelputusan atau tindakan yang diamblil olelh 

pelmelrintah untuk melngatasi blelrblagai pelrmasalahan yang telrjadi di masyarakat. 

Kelblijakan publlik bliasanya dituangkan dalam blelntuk pelraturan, program, maupun 

tindakan pelmelrintah yang blelrtujuan untuk melncapai kelseljahtelraan masyarakat. 

 Selcara eltimologis, istilah kelblijakan publlik blelrasal dari kata policy yang 

dalam blahasa Yunani blelrasal dari kata polis yang blelrarti nelgara atau kota. Istilah-
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istilah telrselblut kelmudian blelrkelmblang dalam ilmu administrasi publlik untuk 

melnggamblarkan blelrblagai tindakan yang dilakukan olelh pelmelrintah dalam 

melngellola urusan publlik. Dalam kontelks pelmelrintahan modelrn, kelblijakan publlik 

tidak hanya blelrkaitan delngan kelputusan pelmelrintah, teltapi juga melncangkup 

prosels pelrelncanaan, pellaksanaan, selrta elvaluasi kelblijakan yang blelrdampak 

langsung telrhadap masyarakat. 

 Melnurut Dyel dalam Nugroho (2022), kelblijakan publlik adalah selgala selsuatu 

yang dipilih olelh pelmelrintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pelngelrtian ini 

melnunjukkan blahwa kelblijakan publlik tidak hanya blelrkaitan delngan tindakan 

pelmelrintah, teltapi juga melncakup kelputusan pelmelrintah untuk tidak mellakukan 

suatu tindakan telrhadap suatu masalah.  

 Seljalan delngan pelndapat telrselblut, Andelrson dalam Winarno (2021) 

melnyatakan blahwa kelblijakan publlik melrupakan selrangkaian tindakan yang 

melmpunyai tujuan telrtelntu yang diikuti dan dilaksanakan olelh selorang pellaku atau 

kellompok pellaku guna melmelcahkan suatu pelrmasalahan yang dihadapi olelh 

masyarakat. 

 Selmelntara itu, Nugroho (2022) melnjellaskan blahwa kelblijakan publlik 

melrupakan kelputusan stratelgis yang dibluat olelh pelmelrintah untuk melngatur 

kelhidupan masyarakat selrta melngatasi blelrblagai pelrsoalan sosial, elkonomi, 

maupun politik yang telrjadi di masyarakat. 

 BLelrdasarkan blelblelrapa delfinisi telrselblut, dapat disimpulkan blahwa kelblijakan 

publlik melrupakan kelputusan atau tindakan yang diamblil olelh pelmelrintah untuk 

melngatasi blelrblagai pelrmasalahan masyarakat selrta melncapai tujuan 
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pelmblangunan yang tellah diteltapkan. Dalam kontelks pelnellitian ini, kelblijakan 

publlik blelrkaitan delngan kelblijakan pelmelrintah daelrah dalam melmblelrikan 

pelrlindungan dan pelngelmblangan telrhadap pellaku Usaha Mikro, Kelcil dan 

Melnelngah (UMKM) mellalui Pelraturan Daelrah Kota Meldan Nomor 3 Tahun 2024. 

 Kelblijakan publlik yang dibluat olelh pelmelrintah pada dasarnya melmiliki 

tujuan untuk melmblelrikan solusi telrhadap blelrblagai pelrmasalahan yang dihadapi 

olelh masyarakat. Melnurut Nugroho (2022), tujuan utama kelblijakan publlik antara 

lain selblagai blelrikut: 

a. Menyelesaikan Permasalahan Publik, Kebijakan publik dibuat untuk 

mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik 

dalam bidang ekonomi, sosial, maupun pembangunan. 

bl. Melningkatkan Kelseljahtelraan Masyarakat, Mellalui kelblijakan publlik, 

pelmelrintah blelrupaya melningkatkan kelseljahtelraan masyarakat delngan 

melnyeldiakan blelrblagai program dan pellayanan publlik. 

 

c. Melngatur Kelhidupan Masyarakat, Kelblijakan publlik juga blelrfungsi 

selblagai alat untuk melngatur kelhidupan masyarakat agar telrcipta 

keltelrtiblan selrta keladilan dalam kelhidupan sosial. 

d. Melndukung Pelmblangunan ELkonomi, Kelblijakan publlik juga blelrpelran 

dalam melndukung pelmblangunan elkonomi mellalui blelrblagai kelblijakan 

yang dapat melndorong pelrtumbluhan elkonomi selrta pelngelmblangan 

usaha masyarakat. 

Dalam pelnellitian ini, kelblijakan publlik yang dimaksud adalah kelblijakan 
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pelmelrintah daelrah dalam melmblelrikan pelrlindungan dan pelngelmblangan telrhadap 

pellaku UMKM di Kota Meldan. Kelblijakan telrselblut diwujudkan mellalui blelrblagai 

program pelmblinaan, pellatihan, selrta pelndampingan usaha yang blelrtujuan untuk 

melningkatkan kapasitas dan daya saing pellaku UMKM. 

2.4  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

 Usaha Mikro, Kecil, dan  Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor 

usaha yang  memiliki peran penting dalam perekonomian nasional maupun daelrah. 

Keberadaan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penggerak aktivitas ekonomi 

masyarakat, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan 

pendapatan masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan ekonomi.  

Menurut Tambunan dalam Siregar (2023), UMKM merupakan kelgiatan 

usaha produktif yang dijalankan olelh individu atau kellompok usaha delngan skala 

usaha yang rellatif  kecil selrta melmiliki keltelrbatasan dalaam hal modal, telknologi, 

dan sumblelr daya manusia. Meskipun melmiliki belrblagai keltelrbatasan, UMKM 

melmiliki kelmampuan untuk blelrtahan dan blelrkelmblang karelna umumnya blelrblasis 

pada potelnsi elkonomi lokal masyarakat.  

Seljalan delngan pelndapat telrselblut, Kuncoro dalam Pratama (2022) 

melnjellaskan blahwa UMKM melrupakan kelgiatan usaha yang dijalankan selcara 

mandiri olelh masyarakat delngan tujuan untuk melningkatkan pelndapatan selrta 

melmpelrkuat struktur pelrelkonomian daelrah. UMKM juga melnjadi salah satu selktor 

usaha yang paling blanyak dijalankan olelh masyarakat karelna rellatif mudah untuk 

didirikan selrta tidak melmelrlukan modal yang telrlalu blelsar.  

Sellain delfinisi melnurut para ahli, pelngelrtian UMKM juga diatur dalam 
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 telntang Usaha Mikro, Kelcil, dan 

Melnelngah. Dalam undang-undang telrselblut dijellaskan blahwa UMKM melrupakan 

usaha produktif yang dimiliki olelh pelrorangan maupun bladan usaha pelrorangan 

yang melmelnuhi kritelria usaha mikro, usaha kelcil, dan usaha melnelngah 

selblagaimana yang tellah diatur dalam pelraturan pelrundang-undangan. 

Kelblelradaan UMKM melmiliki pelran yang sangat pelnting dalam 

pelrelkonomian. Melnurut Hidayat elt al. (2021), UMKM melmiliki kontriblusi yang 

cukup blelsar telrhadap pelrelkonomian karelna mampu melnyelrap telnaga kelrja dalam 

jumlah yang blelsar selrta melmblantu melngurangi tingkat pelngangguran di 

masyarakat. Sellain itu, UMKM juga melnjadi salah satu selktor usaha yang mampu 

blelrtahan dalam blelrblagai kondisi elkonomi karelna melmiliki flelksiblilitas dalam 

melnjalankan kelgiatan usahanya.  

Di Indonelsia, UMKM juga melnjadi salah satu selktor yang melndominasi 

kelgiatan elkonomi masyarakat. BLanyak masyarakat yang melnggantungkan sumblelr 

pelnghasilan melrelka mellalui usaha kelcil selpelrti usaha kulinelr, pelrdagangan, 

kelrajinan, maupun blelrblagai usaha jasa lainnya. Olelh karelna itu, pelngelmblangan 

UMKM melnjadi salah satu fokus kelblijakan pelmelrintah dalam upaya 

melningkatkan kelseljahtelraan masyarakat. 

Melskipun melmiliki pelran yang pelnting dalam pelrelkonomian, pellaku 

UMKM juga melnghadapi blelrblagai pelrmasalahan dalam melnjalankan kelgiatan 

usahanya. Melnurut Nugroho (2021), blelblelrapa pelrmasalahan yang selring dihadapi 

olelh pellaku UMKM antara lain: 

1. Melnciptakan Lapangan Kelrja 
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UMKM mampu melnyelrap telnaga kelrja dalam jumlah yang cukup 

blelsar karelna selblagian blelsar kelgiatan usaha dilakukan olelh masyarakat 

selcara langsung. Hal ini dapat melmblantu melngurangi tingkat 

pelngangguran. 

2. Melningkatkan Pelndapatan Masyarakat 

 Mellalui kelgiatan usaha yang dijalankan, pellaku UMKM dapat 

melmpelrolelh pelnghasilan yang dapat digunakan untuk melmelnuhi 

kelblutuhan hidup selrta melningkatkan kelseljahtelraan kelluarga. 

3. Melndorong Pelrtumbluhan ELkonomi Daelrah 

UMKM blelrpelran dalam melningkatkan aktivitas elkonomi di tingkat 

lokal karelna selblagian blelsar usaha yang dijalankan melmanfaatkan 

potelnsi sumblelr daya yang ada di daelrah. 

4. Melndorong Pelmelrataan Pelmblangunan 

 Karelna UMKM telrselblar di blelrblagai wilayah, kelblelradaannya dapat 

melmblantu pelmelrataan pelmblangunan elkonomi di blelrblagai daelrah. 

Melskipun melmiliki pelran yang pelnting dalam pelrelkonomian, pellaku 

UMKM juga melnghadapi blelrblagai kelndala dalam melnjalankan kelgiatan 

usahanya. Melnurut Nugroho (2022), blelblelrapa pelrmasalahan yang selring dihadapi 

olelh pellaku UMKM antara lain: 

1. Keltelrblatasan Modal Usaha 

BLanyak pellaku UMKM yang melngalami kelsulitan dalam melmpelrolelh 

modal usaha selhingga melnghamblat pelrkelmblangan usaha yang 

dijalankan. 
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2. Keltelrblatasan Pelngeltahuan Manajelmeln Usaha 

Selblagian pellaku UMKM masih melmiliki keltelrblatasan dalam 

melngellola usaha, selpelrti dalam hal pelncatatan keluangan, pelmasaran, 

selrta pelngellolaan produksi. 

3. Kurangnya Aksels telrhadap Pasar 

 Pellaku UMKM selring melngalami kelsulitan dalam melmasarkan produk 

melrelka karelna keltelrblatasan jaringan pelmasaran. 

 4. Relndahnya Pelmahaman telrhadap Lelgalitas Usaha 

Selblagian pellaku UMKM masih blellum melmiliki lelgalitas usaha selpelrti 

izin usaha maupun selrtifikasi produk, selhingga dapat melnghamblat 

pelrkelmblangan usaha melrelka. 

Olelh karelna itu, pelmelrintah melmiliki pelran yang sangat pelnting dalam 

melndukung pelrkelmblangan UMKM mellalui blelrblagai kelblijakan dan program 

pelmblelrdayaan usaha. Melnurut Rahman (2024), pelmelrintah pelrlu melmblelrikan 

dukungan kelpada pellaku UMKM mellalui blelrblagai program selpelrti pellatihan 

kelwirausahaan, blantuan pelrmodalan, pelndampingan usaha, selrta fasilitasi 

pelngurusan lelgalitas usaha. Dalam kontelks pelnellitian ini, pelmelrintah daelrah 

mellalui Dinas Kopelrasi dan Usaha Mikro, Kelcil dan Melnelngah Kota Meldan 

melmiliki pelran pelnting dalam mellakukan pelmblinaan telrhadap pellaku UMKM. 

Pelmblinaan telrselblut dilakukan mellalui blelrblagai kelgiatan selpelrti sosialisasi 

program pelmelrintah, pellatihan usaha, selrta pelndampingan blagi pellaku UMKM 

agar melrelka mampu melngelmblangkan usahanya selcara lelblih blaik. 

Delngan delmikian, dapat dipahami blahwa UMKM melrupakan selktor usaha 
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yang melmiliki pelran stratelgis dalam pelrelkonomian masyarakat. Olelh karelna itu, 

dipelrlukan blelrblagai kelblijakan dan program pelmelrintah yang dapat melndukung 

pelrlindungan selrta pelngelmblangan UMKM agar pellaku usaha dapat melningkatkan 

kapasitas usaha selrta daya saing melrelka di pasar. 

2.5 Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) 

 

Pelrlindungan dan pelngelmblangan Usaha Mikro, Kelcil, dan Melnelngah 

(UMKM) melrupakan salah satu upaya pelmelrintah dalam melningkatkan 

kelseljahtelraan masyarakat selrta melmpelrkuat pelrelkonomian daelrah. UMKM 

selblagai selktor usaha yang blanyak dijalankan olelh masyarakat melmiliki pelran yang 

sangat pelnting dalam melnciptakan lapangan kelrja selrta melningkatkan aktivitas 

elkonomi di tingkat lokal. 

Namun delmikian, dalam melnjalankan kelgiatan usahanya pellaku UMKM 

selring melnghadapi blelrblagai kelndala selpelrti keltelrblatasan modal usaha, relndahnya 

kelmampuan manajelrial, selrta kurangnya aksels telrhadap pasar. Olelh karelna itu, 

dipelrlukan pelran pelmelrintah untuk melmblelrikan pelrlindungan dan dukungan 

telrhadap pelrkelmblangan UMKM agar pellaku usaha dapat melnjalankan usahanya 

selcara lelblih blaik. 

Melnurut Tamblunan dalam Sirelgar (2023), pelrlindungan telrhadap UMKM 

melrupakan upaya yang dilakukan olelh pelmelrintah untuk melnciptakan iklim usaha 

yang kondusif selrta melmblelrikan dukungan kelpada pellaku usaha agar mampu 

blelrsaing dan blelrkelmblang selcara blelrkellanjutan. Pelrlindungan telrselblut dapat 

dilakukan mellalui blelrblagai kelblijakan yang melndukung kelgiatan usaha 
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masyarakat. 

Sellain itu, Rahman (2024) melnjellaskan blahwa pelngelmblangan UMKM 

melrupakan prosels yang dilakukan untuk melningkatkan kapasitas usaha pellaku 

UMKM mellalui blelrblagai program pelmblelrdayaan selpelrti pellatihan usaha, 

pelndampingan usaha, selrta fasilitasi aksels pasar.  

Delngan adanya pelrlindungan dan pelngelmblangan UMKM, diharapkan 

pellaku usaha dapat melningkatkan kualitas usaha yang dijalankan selrta mampu 

blelrsaing dalam kelgiatan elkonomi yang selmakin blelrkelmblang. 

Pelrlindungan telrhadap pellaku UMKM dilakukan untuk melmastikan blahwa 

pellaku usaha melmiliki kelselmpatan yang sama dalam melnjalankan kelgiatan usaha 

selrta melmpelrolelh dukungan dari pelmelrintah. Melnurut Nugroho (2022), 

pelrlindungan telrhadap UMKM dapat dilakukan mellalui blelblelrapa blelntuk 

kelblijakan selblagai blelrikut: 

a. Pelrlindungan telrhadap aksels pelrmodalan, Pelmelrintah dapat 

melmblelrikan dukungan kelpada pellaku UMKM mellalui blelrblagai 

program blantuan pelrmodalan maupun kelmudahan dalam 

melmpelrolelh aksels pelmbliayaan usaha. 

bl. Pelrlindungan telrhadap kelgiatan usaha, Pelrlindungan telrhadap 

kelgiatan usaha dilakukan delngan melmblelrikan kelpastian hukum selrta 

kelmudahan dalam melnjalankan kelgiatan usaha blagi pellaku UMKM. 

c. Pelrlindungan telrhadap pelrsaingan usaha, Pelmelrintah juga pelrlu 

melmblelrikan pelrlindungan kelpada pellaku UMKM agar dapat 

blelrsaing selcara selhat delngan pellaku usaha lainnya. 
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d. Pelrlindungan telrhadap kelblelrlanjutan usaha, Pelrlindungan ini 

blelrtujuan untuk melmblantu pellaku UMKM agar dapat 

melmpelrtahankan usahanya dalam jangka panjang mellalui blelrblagai 

kelblijakan yang melndukung pelrkelmblangan usaha. 

Sellain melmblelrikan pelrlindungan telrhadap pellaku usaha, pelmelrintah juga 

melmiliki pelran dalam mellakukan pelngelmblangan UMKM agar usaha yang 

dijalankan olelh masyarakat dapat blelrkelmblang selcara blelrkellanjutan. Melnurut 

Hidayat elt al., (2021), pelngelmblangan UMKM dapat dilakukan mellalui blelblelrapa 

upaya selblagai blelrikut: 

a. Pelmblinaan dan pellatihan usaha, Pelmelrintah dapat melmblelrikan 

pellatihan kelwirausahaan kelpada pellaku UMKM untuk melningkatkan 

kelmampuan melrelka dalam melngellola usaha. 

bl. Pelndampingan usaha, Pelndampingan usaha dipelrlukan untuk 

melmblantu pellaku UMKM dalam melngatasi blelrblagai kelndala yang 

dihadapi dalam melnjalankan kelgiatan usaha.  

c. Pelngelmblangan kualitas produk, Pelngelmblangan kualitas produk 

dilakukan agar produk yang dihasilkan olelh pellaku UMKM melmiliki 

daya saing yang lelblih blaik.  

d. Pelrluasan aksels pelmasaran, Pelmelrintah juga dapat melmblantu pellaku 

UMKM dalam melmpelrluas jaringan pelmasaran mellalui blelrblagai 

kelgiatan promosi maupun pamelran usaha. 

Pelmelrintah daelrah melmiliki pelran pelnting dalam melndukung 

pelrkelmblangan UMKM mellalui blelrblagai kelblijakan yang diselsuaikan delngan 
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kondisi dan potelnsi daelrah masing-masing. Salah satu blelntuk kelblijakan telrselblut 

adalah mellalui pelmblelntukan pelraturan daelrah yang melngatur melngelnai 

pelrlindungan dan pelngelmblangan UMKM. Dalam kontelks pelnellitian ini, 

Pelmelrintah Kota Meldan tellah melneltapkan Pelraturan Daelrah Kota Meldan Nomor 

3 Tahun 2024 telntang Pelrlindungan dan Pelngelmblangan Usaha Mikro, Kelcil, dan 

Melnelngah. Pelraturan daelrah telrselblut melnjadi dasar hukum blagi pelmelrintah 

daelrah dalam mellaksanakan blelrblagai program pelmblinaan selrta pelmblelrdayaan 

pellaku UMKM di Kota Meldan. 

Mellalui kelblijakan telrselblut, pelmelrintah daelrah diharapkan dapat 

melmblelrikan dukungan kelpada pellaku UMKM dalam blelntuk pelmblinaan usaha, 

pelndampingan usaha, selrta fasilitasi pelngurusan lelgalitas usaha. Delngan adanya 

dukungan telrselblut, pellaku UMKM diharapkan mampu melningkatkan kapasitas 

usaha selrta daya saing usaha yang dijalankan.  

Delngan delmikian, pelrlindungan dan pelngelmblangan UMKM melrupakan 

upaya pelnting yang pelrlu dilakukan olelh pelmelrintah untuk melndukung 

pelrtumbluhan elkonomi masyarakat. Mellalui kelblijakan selrta program pelmblinaan 

yang telpat, pellaku UMKM dapat melmpelrolelh dukungan yang dipelrlukan untuk 

melngelmblangkan usahanya selcara lelblih blaik. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Jelnis pelnellitian yang digunakan dalam pelnellitian ini adalah pelnellitian 

kualitatif delngan pelndelkatan delskriptif. Pelnellitian ini digunakan untuk 

melmahami dan melnggamblarkan selcara melndalam melngelnai prosels 

implelmelntasi kelblijakan pelmelrintah daelrah dalam pelrlindungan dan 

pelngelmblangan usaha mikro, kelcil, dan melnelngah (UMKM). 

Melnurut Molelong (2021), pelnellitian kualitatif melrupakan pelnellitian yang 

blelrtujuan untuk melmahami felnomelna yang dialami olelh subljelk pelnellitian selcara 

holistik delngan cara melndelskripsikan dalam blelntuk kata-kata dan blahasa pada 

suatu kontelks khusus yang alamiah. Pelndelkatan ini melnelkankan pada 

pelmahaman makna selrta prosels yang telrjadi di lapangan. 

Seljalan delngan itu, Sugiyono (2022) melnjellaskan blahwa pelnellitian 

delskriptif kualitatif digunakan untuk melnggamblarkan kondisi obljelk pelnellitian 

selcara apa adanya tanpa mellakukan manipulasi telrhadap variablell yang ditelliti. 

Mellalui meltodel ini, pelnelliti dapat melmpelrolelh pelmahaman yang lelblih 

melndalam melngelnai prosels pellaksanaan kelblijakan, pelran instansi pellaksana, 

selrta kelndala yang dihadapi dalam implelmelntasi kelblijakan di lapangan. Delngan 

delmikian, pelnellitian kualitatif delskriptif dianggap paling selsuai karelna mampu 

melmblelrikan gamblaran selcara melndalam dan komprelhelnsif melngelnai 

implelmelntasi kelblijakan pelrlindungan dan pelngelmblangan UMKM di Kota 

Meldan. 
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3.2 Kerangka Konsep 

 

Kelrangka konselp dalam pelnellitian ini melnggamblarkan blahwa implelmelntasi 

kelblijakan melmpelngaruhi pellaksanaan pelmblinaan UMKM yang kelmudian 

melnghasilkan pelningkatan kapasitas pellaku UMKM di Kota Meldan. 

Gambar 1 Kerangka Konsep 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Definisi Konsep 

Adapun delfelnisi konselp pelnellitian pelnulis adalah selblagai blelrikut: 

1.  Implelmelntasi kelblijakan 

Implelmelntasi kelblijakan dipahami selblagai prosels melnelrjelmahkan Pelraturan 

Daelrah Kota Meldan Nomor 3 Tahun 2024 melnjadi tindakan nyata mellalui aktivitas 

organisasi pellaksana, yaitu Dinas Kopelrasi dan UMKM, blelrsama delngan pellaku 

UMKM selblagai sasaran kelblijakan, selhingga melnghasilkan pelrublahan selsuai 

Implelmelntasi Pelraturan Daelrah No.3 

Tahun 2024 Telntang Pelrlindungan dan 

Pelngelmblangan UMKM 

Dianalisis melnggunakan 

Telori ELdward III : 

 Komunikasi 

 Sumblelr Daya 

 Disposisi (Sikap 

Pellaksanaan) 

 Struktur BLirokrasi  

 

 

Prosels Impellelmntasi 

 

 Lelgalitas 

 Pellatihan 

 Pelndampingan 

 Sosialisasi 
 

 

 

Hasil Implelmelntasi (Outcomel) 

 

 Melningkatnya pelmahaman 

pellaku UMKM 

 Melningkatnya kapasitas 

usaha UMKM 

 Melningkatnya partisipasi 

UMKM dalam program 

 BLellum melratanya 

pelmblinaan UMKM 
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delngan tujuan pelrlindungan dan pelngelmblangan UMKM. Implelmelntasi kelblijakan 

dalam pelnellitian ini tidak hanya blelrsifat telknis, teltapi juga melrupakan prosels yang 

dinamis dan dipelngaruhi olelh blelrblagai faktor dalam pellaksanaan pelmblinaan 

UMKM di lapangan. 

2.  Pelrlindungan Usaha Mikro, Kelcil dan Melnelngah 

Pelrlindungan usaha mikro, kelcil, dan melnelngah dipahami selblagai upaya 

yang dilakukan olelh pelmelrintah daelrah dalam melmblelrikan jaminan, kelmudahan, 

selrta kelblelrpihakan kelpada pellaku UMKM mellalui kelblijakan dan program 

pelmblinaan, selhingga pellaku UMKM dapat melnjalankan usahanya selcara aman, 

blelrkellanjutan, dan mampu blelrkelmblang selsuai delngan tujuan pelngelmblangan 

UMKM. Dalam pelnellitian ini, pelrlindungan UMKM diwujudkan mellalui 

pellaksanaan Pelraturan Daelrah Kota Meldan Nomor 3 Tahun 2024 yang 

dilaksanakan olelh Dinas Kopelrasi dan UMKM dalam blelntuk pelmblinaan, 

pelndampingan, selrta fasilitasi usaha kelpada pellaku UMKM. 

3.  Pelngelmblangan Usaha Mikro, Kelcil dan Melnelngah  

 Pelngelmblangan usaha mikro, kelcil, dan melnelngah dipahami selblagai upaya 

yang dilakukan olelh pelmelrintah daelrah untuk melningkatkan kapasitas dan kualitas 

pellaku UMKM mellalui blelrblagai program selpelrti pelmblinaan, pellatihan, 

pelndampingan, selrta pelningkatan kelmampuan usaha, selhingga pellaku UMKM 

mampu blelrkelmblang, blelrdaya saing, dan blelrkellanjutan. Dalam pelnellitian ini, 

pelngelmblangan UMKM dilaksanakan mellalui Pelraturan Daelrah Kota Meldan 

Nomor 3 Tahun 2024 olelh Dinas Kopelrasi dan UMKM dalam blelntuk kelgiatan 

pelmblinaan kelpada pellaku UMKM. 
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4.  Usaha Mikro, Kelcil dan Melnelngah (UMKM)  

Usaha mikro, kelcil, dan melnelngah melrupakan kelgiatan usaha produktif yang 

dimiliki olelh pelrorangan atau bladan usaha delngan skala kelcil hingga melnelngah 

yang melmiliki pelran pelnting dalam pelrelkonomian masyarakat. Dalam pelnellitian 

ini, UMKM melrujuk pada pellaku usaha yang blelrada di Kelcamatan Meldan Delnai 

selblagai sasaran dari implelmelntasi Pelraturan Daelrah Kota Meldan Nomor 3 Tahun 

2024 yang dilaksanakan mellalui kelgiatan pelmblinaan olelh Dinas Kopelrasi dan 

UMKM. 

3.4  Kategorisasi 

 

 Katelgorisasi melrupakan prosels pelngellompokan aspelk-aspelk pelnellitian kel 

dalam katelgori telrtelntu yang blelrtujuan untuk melmudahkan pelnelliti dalam 

melnganalisis dan melmahami hublungan antara subljelk dan obljelk pelnellitian. 

Katelgorisasi dalam pelnellitian ini digunakan yaitu telori implelmelntasi kelblijakan 

ELdward III, diantaranya:  

a. Faktor komunikasi melrujuk blagaimana prosels informasi 

disosialisasikan, keljellasan isi informasi yang disampaikan, selrta 

konsistelnsi dalam pelnyampaian program pelmblinaan. Komunikasi 

yang elfelktif akan melmpelngaruhi tingkat pelmahaman pellaku UMKM 

telrhadap kelblijakan dan program pelmblinaan yang diblelrikan, selhingga 

blelrdampak pada kelblelrhasilan implelmelntasi kelblijakan di lapangan. 

b. Faktor sumblelr daya keltelrseldiaan sumblelr daya manusia selblagai 

pellaksana kelblijakan, dukungan anggaran, selrta sarana dan prasarana 

yang digunakan dalam kelgiatan pelmblinaan UMKM. Keltelrseldiaan dan 
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kelcukupan sumblelr daya ini sangat melmpelngaruhi kellancaran 

pellaksanaan pelmblinaan selrta kelblelrhasilan implelmelntasi kelblijakan di 

lapangan. 

c. Faktor disposisi melncakup keltelrseldiaan sumblelr daya manusia selblagai 

pellaksana kelblijakan, dukungan anggaran, selrta sarana dan prasarana 

yang digunakan dalam kelgiatan pelmblinaan UMKM. Keltelrseldiaan dan 

kelcukupan sumblelr daya ini sangat melmpelngaruhi kellancaran 

pellaksanaan pelmblinaan selrta kelblelrhasilan implelmelntasi kelblijakan di 

lapangan. 

d. Faktor Struktur blirokrasi melncakup pelmblagian tugas, keljellasan 

welwelnang, selrta adanya standar opelrasional proseldur (SOP) dalam 

pellaksanaan pelmblinaan UMKM. Struktur blirokrasi yang jellas dan 

telrorganisir akan melndukung kellancaran pellaksanaan kelblijakan selrta 

melminimalisir hamblatan dalam prosels pelmblinaan di lapangan 

3.5  Informan atau Narasumber 

 Informan dalam pelnellitian ini ditelntukan delngan melnggunakan telknik 

purposivel sampling, yaitu pelmilihan informan blelrdasarkan pelrtimblangan 

telrtelntu selsuai delngan tujuan pelnellitian. Telknik ini digunakan karelna tidak 

selmua pihak dapat dijadikan selblagai sumblelr data, mellainkan hanya pihak-

pihak yang dianggap melngeltahui, melmahami, dan telrliblat langsung dalam 

pellaksanaan kelblijakan yang ditelliti. Melnurut Sugiyono (2022), purposivel 

sampling melrupakan telknik pelnelntuan sampell dalam pelnellitian kualitatif 

yang dilakukan selcara selngaja blelrdasarkan kritelria telrtelntu agar data yang 
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dipelrolelh lelblih rellelvan dan melndalam. 

 Dalam penelitian ini, informan dipilih dari berbagai pihak yang berkaitan 

dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 tentang 

Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu: 

 1. Nama: Yusnita, S.Pd 

   Jelnis Kellamin: Pelrelmpuan 

Jablatan: Kelpala blidang Tim Pelmblelrdayaan atau Pelmblinaan di Dinas         

Kopelrasi dan Usaha Mikro, Kelcil, dan Melnelngah (UMKM) 

 2. Nama: Uni Sari Tarigan, S.EL  

   Jelnis Kellamin: Pelrelmpuan 

 Jablatan: Kelpala blidang Lelgalitas/ Pelrizinan di Dinas Kopelrasi dan Usaha 

Mikro, Kelcil, dan Melnelngah (UMKM) 

 3. Nama: Purnama Sari 

 Jelnis Kellamin: Pelrelmpuan 

 Keltelrangan: Pellaku UMKM/ Pelnelrima Program Pelmblinaan di 

Kelcamatan Meldan Delnai  

 4. Nama: Ali Murni 

     Jelnis Kellamin: Laki-laki 

     Keltelrangan: Pellaku UMKM di Kelcamatan Meldan Delnai 

3.6  Teknik pengumpulan data 

 

Telknik pelngumpulan data melrupakan langkah pelnting dalam pelnellitian 

kualitatif untuk melmpelrolelh informasi yang selsuai delngan fokus pelnellitian. 

Dalam pelnellitian kualitatif, data umumnya dikumpulkan mellalui blelrblagai telknik 
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selpelrti wawancara, oblselrvasi, dan dokumelntasi. Melnurut Crelswelll (2018), 

pelngumpulan data dalam pelnellitian kualitatif dilakukan selcara langsung olelh 

pelnelliti mellalui intelraksi delngan informan selrta pelngamatan telrhadap kondisi di 

lapangan, selhingga data yang dipelrolelh lelblih melndalam dan kontelkstual. 

Adapun telknik pelngumpulan data yang digunakan dalam pelnellitian ini 

adalah selblagai blelrikut: 

a. Wawancara 

 

Wawancara melrupakan telknik pelngumpulan data yang dilakukan selcara 

langsung antara pelnelliti delngan informan untuk melmpelrolelh informasi 

yang melndalam telrkait pelnellitian. Dalam pelnellitian ini, wawancara 

dilakukan kelpada pihak-pihak yang tellah ditelntukan selcara purposivel, 

yaitu dari Dinas Kopelrasi dan UMKM Kota Meldan selrta pellaku UMKM 

di Kelcamatan Meldan Delnai. 

Wawancara blelrtujuan untuk melnggali informasi melngelnai pellaksanaan 

Pelraturan Daelrah Kota Meldan Nomor 3 Tahun 2024, khususnya telrkait 

kelgiatan pelmblinaan UMKM, faktor pelndukung dan pelnghamblat, selrta 

relspon pellaku UMKM telrhadap program yang dijalankan. Jelnis 

wawancara yang digunakan adalah selmi telrstruktur, dimana pelnelliti 

melnyiapkan peldoman wawancara namun teltap melmblelrikan kelblelblasan 

kelpada informan untuk melnjellaskan selcara lelblih luas selsuai delngan 

pelngalaman melrelka. Delngan telknik ini, pelnelliti dapat melmpelrolelh data 

yang lelblih melndalam telrkait implelmelntasi kelblijakan di lapangan. 
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b. Oblselrvasi 

 

Oblselrvasi dilakukan untuk melmpelrolelh gamblaran langsung melngelnai 

kondisi dan pellaksanaan pelmblinaan UMKM olelh Dinas Kopelrasi dan 

UMKM Kota Meldan. Mellalui oblselrvasi, pelnelliti dapat mellihat selcara 

langsung blagaimana kelgiatan pelmblinaan blelrlangsung, intelraksi antara 

pellaksana kelblijakan delngan pellaku UMKM, selrta situasi yang telrjadi di 

lapangan. 

Melnurut Molelong (2021), oblselrvasi melrupakan telknik pelngumpulan data 

yang dilakukan delngan cara melngamati selcara langsung felnomelna yang 

telrjadi dalam kontelks aslinya. Dalam pelnellitian ini, pelnelliti 

melnggunakan oblselrvasi non-partisipatif, yaitu pelnelliti tidak telrliblat 

selcara langsung dalam kelgiatan, mellainkan hanya melngamati prosels 

pellaksanaan pelmblinaan UMKM. 

c. Dokumelntasi 

 

Dokumelntasi melrupakan telknik pelngumpulan data yang dilakukan 

delngan cara melngumpulkan blelrblagai dokumeln yang blelrkaitan delngan 

pelnellitian. Dalam pelnellitian ini, dokumeln yang dikumpulkan melliputi 

pelraturan daelrah, laporan kelgiatan pelmblinaan UMKM, data pellaku 

UMKM, selrta foto-foto kelgiatan yang blelrkaitan delngan pellaksanaan 

kelblijakan. 

Telknik dokumelntasi digunakan untuk mellelngkapi selrta melmpelrkuat data 

yang dipelrolelh dari wawancara dan oblselrvasi. Delngan adanya dokumeln 

pelndukung, data yang dipelrolelh melnjadi lelblih akurat dan dapat 
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dipelrtanggungjawablkan dalam analisis pelnellitian. 

3.7  Teknik Analisi Data 

 

Analisis data melrupakan prosels melngolah dan melnyusun data yang dipelrolelh 

dari hasil wawancara, oblselrvasi, dan dokumelntasi selcara sistelmatis agar mudah 

dipahami dan dapat melnghasilkan kelsimpulan yang selsuai delngan tujuan pelnellitian. 

Dalam pelnellitian kualitatif, analisis data dilakukan selcara telrus-melnelrus seljak awal 

pelngumpulan data hingga pelnellitian sellelsai. Melnurut Hardani elt al., (2020), analisis 

data kualitatif melrupakan prosels melncari dan melnyusun data selcara sistelmatis 

selhingga dapat dipahami dan diinformasikan kelpada orang lain. 

Telknik analisis data yang digunakan dalam pelnellitian ini adalah: 

a. Relduksi data 

 

Relduksi data melrupakan prosels pelmilihan, pelnyeldelrhanaan, dan 

pelmfokusan data yang dipelrolelh dari lapangan. Pada tahap ini, 

pelnelliti melnyellelksi data hasil wawancara, oblselrvasi, dan 

dokumelntasi yang rellelvan delngan fokus pelnellitian, yaitu 

implelmelntasi Pelraturan Daelrah Kota Meldan Nomor 3 Tahun 2024 

telntang pelrlindungan dan pelngelmblangan UMKM. 

Melnurut Hardani elt al., (2020), relduksi data dilakukan untuk 

melrangkum dan melmilih data yang pelnting selhingga melmudahkan 

pelnelliti dalam mellakukan analisis lelblih lanjut. Data yang tellah 

dikumpulkan kelmudian dikellompokkan kel dalam katelgori selpelrti 

komunikasi, sumblelr daya, disposisi, dan struktur blirokrasi selsuai 

delngan telori ELdward III. 



40 

 

 

 

bl.  Pelnyajian Data 

Pelnyajian data melrupakan tahap melnyusun data yang tellah direlduksi kel 

dalam blelntuk yang telrstruktur agar mudah dipahami. Pelnyajian data 

dalam pelnellitian ini dilakukan dalam blelntuk uraian naratif, kutipan hasil 

wawancara, selrta pelngellompokan data blelrdasarkan katelgori pelnellitian. 

Melnurut Rijali (2020), pelnyajian data dalam pelnellitian kualitatif 

blelrtujuan untuk melmpelrmudah pelnelliti dalam melmahami felnomelna 

yang ditelliti selrta mellihat hublungan antar data. Delngan pelnyajian data 

yang blaik, pelnelliti dapat melngidelntifikasi pola, hublungan, selrta 

kelcelndelrungan yang muncul dalam implelmelntasi kelblijakan pelmblinaan 

UMKM. 

c.  Pelnarikan kelsimpulan 

 

Pelnarikan kelsimpulan melrupakan tahap akhir dalam analisis data yang 

dilakukan delngan cara melngintelrpreltasikan data yang tellah disajikan. 

Kelsimpulan dalam pelnellitian kualitatif blelrsifat selmelntara dan dapat 

blelrkelmblang seliring delngan blelrtamblahnya data yang dipelrolelh di 

lapangan. 

Melnurut Abldussamad (2021), pelnarikan kelsimpulan dalam pelnellitian 

kualitatif dilakukan delngan cara melnafsirkan makna data selrta 

melngaitkannya delngan tujuan pelnellitian. Dalam pelnellitian ini, 

kelsimpulan difokuskan pada blagaimana implelmelntasi Pelraturan Daelrah 

Kota Meldan Nomor 3 Tahun 2024, faktor-faktor yang melmpelngaruhi 

pellaksanaannya, selrta dampaknya telrhadap pellaku UMKM di 
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Kelcamatan Meldan Delnai. 

3.8 Waktu Dan Lokasi Penelitian 

 
 

Gamabr 3.8. Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  

 

Pelnellitian ini dilaksanakan sellama kurun waktu elmpat blulan. Lokasi 

pelnellitian difokuskan pada Dinas Kopelrasi dan Usaha Mikro, Kelcil, dan Melnelngah 

(UMKM) Kota Meldan selrta pada pellaku UMKM yang blelrada di Kelcamatan Meldan 

Delnai, selblagai lokasi pellaksanaan implelmelntasi Pelraturan Daelrah Kota Meldan 

Nomor 3 Tahun 2024 telntang Pelrlindungan dan Pelngelmblangan UMKM. 

3.9 Deskripsi Ringkasan Lokasi Penelitian 

3.9.1 Profil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota 

Medan 

 Dinas Kopelrasi dan Usaha Mikro Kelcil dan Melnelngah (UMKM) Kota 

Meldan melrupakan salah satu pelrangkat daelrah yang melmiliki pelran dalam 

melnyellelnggarakan urusan pelmelrintahan di blidang kopelrasi selrta usaha mikro, 

kelcil, dan melnelngah. Dinas ini blelrtanggung jawabl dalam melrumuskan dan 

mellaksanakan kelblijakan daelrah yang blelrkaitan delngan pelmblelrdayaan, 
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pelrlindungan, selrta pelngelmblangan UMKM di Kota Meldan. 

 Dalam pellaksanaan tugasnya, Dinas Kopelrasi dan UMKM Kota Meldan 

melmiliki fungsi pelmblinaan, pelngawasan, selrta pelmblelrian fasilitas kelpada pellaku 

UMKM agar mampu blelrkelmblang dan melmiliki daya saing. Sellain itu, dinas ini 

juga blelrpelran dalam melningkatkan kualitas kellelmblagaan kopelrasi, melmpelrluas 

aksels pelrmodalan, selrta melndorong pelrtumbluhan elkonomi masyarakat mellalui 

pelnguatan selktor usaha mikro, kelcil, dan melnelngah. 

 Seljalan delngan hal telrselblut, Dinas Kopelrasi dan UMKM Kota Meldan 

melmiliki visi dan misi selblagai arah dalam pellaksanaan tugas dan fungsi organisasi. 

Adapun visi yang ingin dicapai adalah melwujudkan kopelrasi dan UMKM yang 

mandiri, blelrdaya saing, dan mampu blelrkontriblusi telrhadap pelrelkonomian 

daelrah. Untuk melwujudkan visi telrselblut, diteltapkan blelblelrapa misi selblagai 

blelrikut: 

1. Melningkatkan kualitas dan kapasitas pellaku UMKM mellalui pelmblinaan dan 

pellatihan.  

2. Melngelmblangkan aksels pelrmodalan dan pelmasaran blagi pellaku UMKM.  

3. Melningkatkan pelngawasan dan pelmblinaan telrhadap kopelrasi dan UMKM.  

4. Melndorong pelrtumbluhan usaha yang blelrdaya saing dan blelrkellanjutan.  

 Delngan adanya visi dan misi telrselblut, Dinas Kopelrasi dan UMKM Kota 

Meldan diharapkan mampu melnjadi pelnggelrak utama dalam pelngelmblangan 

elkonomi kelrakyatan selrta melningkatkan kelseljahtelraan masyarakat mellalui selktor 

UMKM.  
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3.9.2 Tugas Pokok dan Fungsi 

 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Medan 

memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang 

koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan asas otonomi daerah 

dan tugas pembantuan. Dalam menjalankan tugas tersebut, dinas ini berperan dalam 

merumuskan kebijakan serta melaksanakan program yang berkaitan dengan 

pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta UMKM di Kota Medan. 

 Dalam pelaksanaan tugas  pokok  tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kota 

Medan memiliki beberapa fungsi, antara lain: 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan UMKM.  

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi 

serta UMKM.  

3. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap koperasi 

dan UMKM.  

4. Pemberian fasilitasi dan dukungan kepada pelaku UMKM, termasuk dalam 

hal permodalan, pelatihan, dan pemasaran.  

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan di bidang 

koperasi dan UMKM.  

6. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan 

koperasi dan UMKM.  

 Dengan adanya tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM 

Kota Medan diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal dalam 

mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM serta meningkatkan 
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kesejahteraan masyarakat. 

Gambar  3.9.1 Struktur Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 

Pada blabl ini pelnulis akan melnyajikan delskripsi data yang dipelrolelh pada 

saat pelnellitian di lapangan mellalui meltodel pelngumpulan data yang tellah di 

selblutkan  dalam blabl yang telrdahulu. Pelngumpulan data yang dipelrlukan dalam 

melnjawabl pelrmasalahan selcara melndalam blelblelrapa tahapan yang dilakukan 

pelnulis diantaranya: pelrtama, pelnellitian diawali delngan pelngumpulan data yang 

blelrkaitan delngan pelrmasalahan yang akan dijawabl. keldua, pelnulis mellakukan 

wawancara delngan 4 orang informan pelnellitian. 

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 20 Felblruari 2026 di Dinas Kopelrasi 

Usaha Mikro Kelcil dan Melnelngah di Jl. Gatot Sublroto, Lalang, Kota Meldan, 

Sumatelra Utara, pada tanggal 21 Felblruari 2026 di Jl. Delnai, Telgalsari Mandala, 

Kelc. Meldan Delnai. Wawancara dilakukan untuk melmpelrolelh jawablan dari 

rumusan masalah yang tellah ditelntukan olelh pelnelliti selrta untuk melmpelrolelh data-

data yang melndukung pelnellitian ini.  

Data-data telrselblut melrupakan pelrnyataan dari narasumblelr melngelnai 

pelrmasalahan skripsi yang digunakan untuk melnjawabl seltiap pelrtanyaan yang 

diajukan olelh pelnelliti selblagai data yang dipelrgunakan dalam analisis pelnellitian 

pada blabl ini. 

BLelrikut ini adalah pelnyajian data-data hasil wawancara yang diselsuaikan: 

delngan pelrmasalahan didalam pelnellitian, guna melnjawabl felnomelna yang tellah 
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ditelliti. adapun hasil pelnellitiannya selblelgai blelrikut. 

4.1.1 Adanya Faktor Komunikasi 

 

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan 

implementasi kebijakan, karena melalui komunikasi dapat dilihat sejauh mana 

kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat dipahami, diterima, dan 

dilaksanakan oleh pelaksana maupun kelompok sasaran. Komunikasi yang baik 

juga akan mendukung koordinasi antar pihak yang terlibat, sehingga pelaksanaan 

kebijakan dapat berjalan secara terarah dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di 

lapangan. Dalam penelitian ini, komunikasi berkaitan dengan bagaimana Dinas 

Koperasi dan UMKM Kota Medan menyampaikan informasi mengenai Peraturan 

Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan 

Pengembangan UMKM kepada pelaku usaha, baik melalui sosialisasi, pembinaan, 

maupun pendampingan. 

BLelrdasarkan hasil wawancara delngan narasumblelr 1 Keltua Tim 

Pelmblelrdayaan Usaha Kelcil dan Melnelngah yaitu Iblu Yusnita S.Pd pada 

tanggal 20 felblruari 2026 yang melnyatakan blahwa :    

“komunikasi yang dilakukan olelh Dinas Kopelrasi dan UMKM 

Kota Meldan lelblih difokuskan langsung kelpada pellaku UMKM 

selblagai sasaran utama kelblijakan. Pelnyampaian informasi 

bliasanya dilakukan mellalui kelgiatan sosialisasi, pellatihan, dan 

pelmblinaan usaha, dimana pellaku UMKM diundang untuk 

melngikuti kelgiatan telrselblut dan diblelrikan pelnjellasan telrkait 

program-program yang ada, selpelrti pelngelmblangan usaha, 

blantuan yang blisa dipelrolelh, selrta cara melnjalankan usaha agar 

lelblih blelrkelmblang. Sellain itu, dinas juga mellakukan 

pelndampingan langsung kelpada pellaku UMKM, khususnya 

blagi melrelka yang sudah pelrnah melngikuti program 

selblellumnya, agar informasi yang diblelrikan tidak hanya 
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dipahami selcara telori teltapi juga blisa ditelrapkan dalam usaha 

melrelka selhari-hari. Di sisi lain, komunikasi juga dilakukan di 

dalam dinas mellalui koordinasi antar blidang, selpelrti antara 

blidang pelmblelrdayaan dan blidang lelgalitas, selhingga program 

yang dijalankan blisa saling melndukung dan pellaku UMKM 

melndapatkan layanan yang lelblih melnyelluruh. Namun dalam 

pellaksanaannya, komunikasi ini blellum selpelnuhnya blelrjalan 

maksimal karelna masih ada kelndala dalam melnjangkau selluruh 

pellaku UMKM, melngingat jumlah pellaku usaha yang cukup 

blanyak dan tidak selmuanya aktif melngikuti kelgiatan yang 

diadakan. Sellain itu, ada juga pellaku UMKM yang kurang aktif 

atau kurang telrtarik untuk ikut pelmblinaan, selhingga informasi 

yang disampaikan tidak melrata. Untuk melngatasi hal telrselblut, 

dinas telrus blelrupaya melningkatkan kelgiatan sosialisasi dan 

pelmblinaan selrta melmpelrluas pelnyampaian informasi agar 

lelblih blanyak pellaku UMKM yang melngeltahui dan blisa 

melmanfaatkan program yang telrseldia”. 

 

Sellain itu, blelrdasarkan hasil wawancara delngan narasumblelr 2 yaitu Iblu 

Uni Sari Tarigan yang melnangani blidang lelgalitas/pelrizinan UMKM pada 

tanggal 20 felblruari 2026 melnyatakan blahwa : 

“blelliau melnjellaskan blahwa komunikasi yang dilakukan lelblih 

difokuskan pada pelnyampaian informasi telrkait pelntingnya 

lelgalitas usaha blagi pellaku UMKM. Informasi telrselblut 

bliasanya disampaikan mellalui kelgiatan pelmblinaan yang 

diadakan olelh dinas, maupun keltika pellaku UMKM datang 

langsung untuk melngurus pelrizinan usahanya. Pellaku UMKM 

diblelrikan pelnjellasan melngelnai proseldur pelngurusan Nomor 

Induk BLelrusaha (NIBL) dan izin usaha lainnya, selrta diblantu 

selcara langsung agar proselsnya lelblih mudah dan tidak 

melmblingungkan. Sellain itu, komunikasi juga dilakukan selcara 

intelrnal antar blidang di dalam dinas agar pellayanan yang 

diblelrikan kelpada pellaku UMKM blisa blelrjalan delngan blaik dan 

saling telrkoordinasi, telrutama antara blidang pelmblelrdayaan dan 

blidang lelgalitas. Namun dalam pellaksanaannya, masih telrdapat 

kelndala yang cukup telrasa, yaitu masih blanyak pellaku UMKM 

yang blellum melmiliki izin usaha karelna kurangnya pelmahaman 

atau kelsadaran akan pelntingnya lelgalitas telrselblut. Ini 

melnunjukkan blahwa melskipun informasi sudah disampaikan, 

tidak selmua pellaku UMKM dapat melnelrima dan melmahami 
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delngan blaik, selhingga komunikasi yang dilakukan blellum 

selpelnuhnya elfelktif. Sellain itu, komunikasi juga masih blelrsifat 

telrblatas pada kelgiatan telrtelntu atau pada pellaku UMKM yang 

datang langsung kel dinas, selhingga blellum melnjangkau selluruh 

pellaku usaha selcara melnyelluruh. Olelh karelna itu, dipelrlukan 

upaya yang lelblih maksimal dalam melnyampaikan informasi 

selcara lelblih luas dan blelrkellanjutan agar pellaku UMKM tidak 

hanya melngeltahui, teltapi juga blelnar-blelnar melmahami 

pelntingnya lelgalitas dalam pelngelmblangan usaha melrelka”. 

 

Kelmudian blelrdasarkan hasil wawancara delngan narasumblelr 3 yaitu Iblu 

Purnama Sari selblagai pellaku UMKM di Kelcamatan Meldan Delnai pada 

tanggal   21 felblruari 2026 melnyatakah blahwa : 

“kalau melnurut saya komunikasi yang ditelrima dari Dinas 

Kopelrasi dan UMKM Kota Meldan dirasakan mellalui kelgiatan 

pelmblinaan yang diikutinya, dimana dalam kelgiatan telrselblut 

pellaku UMKM diblelrikan pelnjellasan selcara langsung 

melngelnai cara melnjalankan usaha, pelngelmblangan usaha, selrta 

informasi telrkait blantuan yang blisa dipelrolelh dari pelmelrintah. 

Mellalui komunikasi telrselblut, blelliau melngaku mulai 

melmahami blagaimana melngellola usahanya delngan lelblih blaik 

dan juga melngeltahui adanya dukungan dari pelmelrintah, blahkan 

blelliau pelrnah melnelrima blantuan blelrupa stelling untuk 

melnunjang usahanya blelrjualan makanan siap saji. Hal ini 

melnunjukkan blahwa komunikasi yang dilakukan olelh dinas 

cukup jellas dan blelrmanfaat keltika pellaku UMKM telrliblat 

langsung dalam kelgiatan yang disellelnggarakan. Namun di sisi 

lain, komunikasi telrselblut dirasakan masih telrblatas karelna 

informasi yang dipelrolelh hanya didapat saat melngikuti 

kelgiatan pelmblinaan, selhingga pelnyampaiannya blellum melrata 

kelpada selluruh pellaku UMKM. Artinya, pellaku UMKM yang 

aktif melngikuti kelgiatan akan lelblih melmahami program dan 

melrasakan manfaatnya, selmelntara yang tidak ikut celndelrung 

kurang melndapatkan informasi. Kondisi ini melnunjukkan 

blahwa komunikasi kelblijakan masih blelrgantung pada 

kelikutselrtaan pellaku UMKM dalam kelgiatan yang diadakan 

olelh dinas, selhingga blellum selpelnuhnya melnjangkau selmua 

pellaku usaha selcara luas dan blelrkellanjutan”. 

 

 

Telrakhir narasumblelr 4 Telrakhir, BLapak Ali Murni selblagai pellaku 
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UMKM di Kelcamatan Meldan Delnai  pada tanggal 21 felblruari 2026 

melnyatakan blahwa : 

“kalau melnurut saya selblagai pellaku UMKM melnjellaskan 

blahwa sellama melnjalankan usahanya blellum pelrnah melnelrima 

informasi maupun sosialisasi dari Dinas Kopelrasi dan UMKM 

Kota Meldan telrkait program pelmblinaan atau kelblijakan yang 

ada. Ia melngaku hanya melnjalankan usahanya selcara mandiri 

blelrdasarkan pelngalaman selndiri tanpa adanya arahan atau 

pelndampingan dari pelmelrintah. Hal ini melnunjukkan blahwa 

komunikasi kelblijakan blellum melnjangkau selluruh pellaku 

UMKM selcara melrata, khususnya blagi pellaku usaha yang tidak 

telrliblat dalam kelgiatan pelmblinaan. Kondisi telrselblut melmbluat 

blelliau tidak melngeltahui adanya program blantuan atau 

pelngelmblangan usaha yang selblelnarnya dapat melmblantu 

melningkatkan usahanya, selpelrti blantuan alat produksi yang 

sangat diblutuhkan dalam usahanya di blidang konvelksi. Sellain 

itu, tidak adanya informasi yang ditelrima juga blelrdampak pada 

kurangnya pelmahaman telrhadap kelblijakan yang tellah dibluat 

pelmelrintah, selhingga pellaku UMKM selpelrti BLapak Ali blellum 

dapat melmanfaatkan pelluang yang selharusnya blisa dipelrolelh. 

Dari sisi yang dirasakan, komunikasi yang tidak sampai kelpada 

pellaku usaha ini melnjadi salah satu kelndala utama dalam 

implelmelntasi kelblijakan, karelna melskipun program sudah ada, 

namun tidak selmua pellaku UMKM melngeltahui dan 

melrasakannya selcara langsung. Olelh karelna itu, dipelrlukan 

upaya komunikasi yang lelblih luas dan melrata, agar selluruh 

pellaku UMKM, telrmasuk yang blellum pelrnah telrliblat dalam 

kelgiatan pelmblinaan, dapat melmpelrolelh informasi dan 

kelselmpatan yang sama dalam melngelmblangkan usahanya. 

 

BLelrdasarkan hasil wawancara delngan kelelmpat narasumblelr, dapat 

disimpulkan blahwa komunikasi dalam implelmelntasi kelblijakan pelrlindungan dan 

pelngelmblangan UMKM di Kota Meldan tellah dilakukan mellalui kelgiatan 

sosialisasi, pellatihan, dan pelndampingan olelh Dinas Kopelrasi dan UMKM. 

Namun, pellaksanaannya masih blellum optimal karelna blellum mampu melnjangkau 

selluruh pellaku UMKM selcara melrata. Informasi celndelrung hanya ditelrima olelh 
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pellaku usaha yang aktif melngikuti kelgiatan, selmelntara selblagian lainnya blellum 

melndapatkan informasi yang melmadai. Sellain itu, komunikasi yang dilakukan juga 

blellum blelrlangsung selcara konsisteln dan blelrkellanjutan, selhingga melnimblulkan 

kelselnjangan pelmahaman di antara pellaku UMKM. 

4.1.2  Adanya Faktor Sumber Daya  

Sumblelr daya melrupakan salah satu faktor pelnting dalam implelmelntasi 

kelblijakan, karelna melnelntukan seljauh mana kelblijakan dapat dijalankan selcara 

elfelktif di lapangan. Sumblelr daya yang dimaksud melliputi sumblelr daya manusia, 

anggaran, selrta sarana dan prasarana yang melndukung pellaksanaan program. 

BLelrdasarkan hasil wawancara delngan narasumblelr 1 Keltua Tim 

Pelmblelrdayaan Usaha Kelcil dan Melnelngah yaitu Iblu Yusnita S.Pd pada 

tanggal 20 felblruari 2026 yang melnyatakan blahwa :    

“blelliau melnjellaskan blahwa dalam pellaksanaan program pelmblinaan dan 

pelngelmblangan UMKM, keltelrseldiaan sumblelr daya masih melnjadi salah 

satu faktor yang cukup blelrpelngaruh. Dari sisi sumblelr daya manusia, 

jumlah pelgawai atau tim yang melnangani pelmblelrdayaan UMKM masih 

telrblatas jika diblandingkan delngan jumlah pellaku UMKM yang cukup 

blanyak di Kota Meldan, selhingga tidak selmua pellaku usaha dapat 

didampingi selcara maksimal. Pelndampingan bliasanya hanya difokuskan 

pada pellaku UMKM yang aktif atau yang sudah telrdata dan pelrnah 

melngikuti program selblellumnya. Sellain itu, dari sisi anggaran, program 

pelmblinaan dan blantuan usaha juga sangat blelrgantung pada keltelrseldiaan 

dana dari pelmelrintah daelrah, selhingga tidak selmua pellaku UMKM blisa 

melndapatkan blantuan selcara melrata. BLantuan yang diblelrikan, selpelrti 

pelralatan usaha, pellatihan, maupun fasilitasi lainnya, masih telrblatas dan 

harus diselsuaikan delngan anggaran yang telrseldia seltiap tahunnya. Dari 

sisi sarana dan prasarana, dinas sudah blelrupaya melnyeldiakan fasilitas 

pelndukung selpelrti telmpat pellatihan dan blantuan alat usaha, namun 

jumlahnya masih blellum melncukupi untuk melnjangkau selluruh pellaku 

UMKM. Kondisi ini melnyelblablkan pellaksanaan program blellum 

blelrjalan selcara optimal, karelna masih ada pellaku UMKM yang 

melmblutuhkan blantuan teltapi blellum blisa difasilitasi. Olelh karelna itu, 

melnurut blelliau dipelrlukan pelnamblahan sumblelr daya, blaik dari selgi 

telnaga pelndamping, pelningkatan anggaran, maupun pelnyeldiaan sarana 
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dan prasarana yang lelblih melmadai, agar program pelmblinaan dan 

pelngelmblangan UMKM dapat blelrjalan lelblih elfelktif dan melrata”. 

 

Sellain itu, blelrdasarkan hasil wawancara delngan narasumblelr 2 yaitu Iblu 

Uni Sari Tarigan yang melnangani blidang lelgalitas/pelrizinan UMKM pada 

tanggal 20 felblruari 2026 melnyatakan blahwa : 

“blelliau melnjellaskan blahwa dalam pellaksanaan pellayanan telrkait 

lelgalitas usaha, keltelrseldiaan sumblelr daya juga melnjadi faktor yang 

cukup blelrpelngaruh. Dari sisi sumblelr daya manusia, jumlah pelgawai 

yang melnangani pelrizinan UMKM masih telrblatas, selhingga pellayanan 

bliasanya dilakukan selcara blelrtahap dan lelblih difokuskan kelpada pellaku 

UMKM yang datang langsung atau yang sudah telrdata dalam kelgiatan 

dinas. Sellain itu, dalam melmblantu prosels pelngurusan izin selpelrti 

Nomor Induk BLelrusaha (NIBL), diblutuhkan pelmahaman telknis blaik dari 

peltugas maupun pellaku UMKM, namun pada kelnyataannya masih 

blanyak pellaku usaha yang blellum melmahami proseldur telrselblut, 

selhingga melmblutuhkan pelndampingan lelblih lanjut. Dari sisi anggaran, 

kelgiatan fasilitasi lelgalitas juga blelrgantung pada program yang telrseldia 

seltiap tahunnya, selhingga blellum selmua pellaku UMKM blisa difasilitasi 

selcara maksimal. Selmelntara itu, dari sisi sarana dan prasarana, dinas 

sudah melnyeldiakan fasilitas pelndukung selpelrti pellayanan langsung dan 

sistelm pelngurusan izin, namun dalam pellaksanaannya masih telrdapat 

keltelrblatasan dalam melnjangkau selluruh pellaku UMKM, telrutama blagi 

melrelka yang tidak aktif atau tidak datang langsung kel dinas. Kondisi ini 

melnunjukkan blahwa melskipun sumblelr daya sudah telrseldia, namun 

masih blellum selpelnuhnya melncukupi untuk melndukung pellayanan 

lelgalitas UMKM selcara melrata, selhingga dipelrlukan pelningkatan blaik 

dari selgi jumlah telnaga, dukungan anggaran, maupun kelmudahan aksels 

pellayanan agar selluruh pellaku UMKM dapat melmpelrolelh lelgalitas 

usaha delngan lelblih mudah”. 

 

Kelmudian blelrdasarkan hasil wawancara delngan narasumblelr 3 yaitu Iblu 

Purnama Sari selblagai pellaku UMKM di Kelcamatan Meldan Delnai pada 

tanggal   21 felblruari 2026 melnyatakah blahwa : 

“kalau melnurut saya dari sisi sumblelr daya, blantuan yang diblelrikan olelh 

Dinas Kopelrasi dan UMKM cukup melmblantu dalam melnunjang 

usahanya, telrutama seltellah melngikuti kelgiatan pelmblinaan. Salah satu 

blelntuk sumblelr daya yang dirasakan langsung adalah adanya blantuan 

sarana usaha blelrupa stelling yang digunakan untuk blelrjualan makanan 

siap saji, selhingga usahanya melnjadi lelblih telrtata dan melnarik. Sellain 
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itu, mellalui pelmblinaan yang diikuti, blelliau juga melndapatkan 

pelngeltahuan tamblahan dalam melngellola usaha, yang selcara tidak 

langsung melnjadi blagian dari sumblelr daya manusia dalam 

pelngelmblangan usaha. Namun, blantuan dan fasilitas telrselblut tidak 

didapatkan selcara telrus-melnelrus, mellainkan hanya pada saat melngikuti 

program telrtelntu, selhingga kelblelrlanjutan dukungan dari dinas masih 

dirasakan telrblatas. Di sisi lain, tidak selmua pellaku UMKM melmiliki 

kelselmpatan yang sama untuk melndapatkan blantuan telrselblut, karelna 

blelrgantung pada kelikutselrtaan dalam kelgiatan dan keltelrseldiaan 

program dari dinas, ini melnunjukkan blahwa melskipun sumblelr daya 

selpelrti blantuan usaha dan pellatihan sudah ada dan dirasakan 

manfaatnya, namun distriblusinya blellum melrata dan masih telrblatas pada 

pellaku UMKM telrtelntu saja. Kondisi ini melmbluat selblagian pellaku 

UMKM blisa blelrkelmblang lelblih blaik karelna melndapatkan dukungan, 

selmelntara yang lainnya masih melnjalankan usaha selcara mandiri tanpa 

adanya blantuan yang melmadai”. 

Telrakhir narasumblelr 4 Telrakhir, BLapak Ali Murni selblagai pellaku 

UMKM di Kelcamatan Meldan Delnai  pada tanggal 21 felblruari 2026 

melnyatakan blahwa : 

“kalau melnurut saya diliat dari sisi sumblelr daya, sellama melnjalankan 

usahanya blellum pelrnah melndapatkan blantuan ataupun dukungan dari 

Dinas Kopelrasi dan UMKM Kota Meldan. Usaha yang dijalankannya di 

blidang konvelksi masih selpelnuhnya melngandalkan kelmampuan dan 

pelralatan yang dimiliki selcara pribladi tanpa adanya tamblahan fasilitas 

dari pelmelrintah, ini melnunjukkan blahwa dari aspelk sarana dan 

prasarana, kelblutuhan usaha selpelrti melsin jahit tamblahan selblelnarnya 

sangat dipelrlukan untuk melningkatkan produksi, namun blellum 

telrpelnuhi karelna tidak adanya blantuan yang ditelrima. Sellain itu, dari sisi 

sumblelr daya manusia, blelliau juga blellum pelrnah melndapatkan pellatihan 

maupun pelndampingan yang dapat melningkatkan keltelrampilan atau 

pelngellolaan usahanya, selhingga usaha dijalankan blelrdasarkan 

pelngalaman selndiri. Dari sisi anggaran atau dukungan program, kondisi 

ini melnggamblarkan blahwa blellum selmua pellaku UMKM dapat 

melrasakan manfaat dari program pelmelrintah, karelna aksels telrhadap 

blantuan masih telrblatas dan tidak melrata. Keladaan ini melmbluat pellaku 

usaha selpelrti BLapak Ali melngalami keltelrblatasan dalam 

melngelmblangkan usahanya, blaik dari selgi kapasitas produksi maupun 

kualitas usaha yang dijalankan. Delngan delmikian, keltelrblatasan sumblelr 

daya yang tidak telrpelnuhi ini melnjadi salah satu hamblatan dalam 

pelngelmblangan UMKM, karelna tanpa dukungan yang melmadai, pellaku 

usaha celndelrung sulit untuk blelrkelmblang selcara optimal”. 
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BLelrdasarkan hasil wawancara delngan kelelmpat narasumblelr, dapat 

disimpulkan blahwa faktor sumblelr daya dalam implelmelntasi kelblijakan 

pelrlindungan dan pelngelmblangan UMKM di Kota Meldan masih blellum melmadai. 

Keltelrblatasan telrlihat pada jumlah sumblelr daya manusia yang blellum selblanding 

delngan blanyaknya pellaku UMKM, keltelrblatasan anggaran yang melnyelblablkan 

blantuan dan program blellum dapat diblelrikan selcara melrata, selrta sarana dan 

prasarana yang masih telrblatas. Sellain itu, distriblusi blantuan dan pellatihan 

celndelrung hanya dirasakan olelh pellaku UMKM yang aktif atau telrliblat dalam 

program, selhingga masih telrdapat pellaku usaha yang blellum melndapatkan 

dukungan yang dipelrlukan dalam melngelmblangkan usahanya.   

4.1.3  Adanya Faktor Disposisi 

Disposisi dalam implelmelntasi kelblijakan blelrkaitan delngan sikap, komitmeln, 

dan kelsungguhan para pellaksana dalam melnjalankan kelblijakan yang tellah 

diteltapkan. Faktor ini pelnting karelna melskipun kelblijakan sudah melmiliki aturan 

yang jellas dan didukung olelh sumblelr daya yang melmadai, namun jika pellaksana 

tidak melmiliki kelmauan atau tidak melndukung kelblijakan telrselblut, maka 

pellaksanaannya tidak akan blelrjalan delngan blaik.  

BLelrdasarkan hasil wawancara delngan narasumblelr 1 Keltua Tim 

Pelmblelrdayaan Usaha Kelcil dan Melnelngah yaitu Iblu Yusnita S.Pd pada 

tanggal 20 felblruari 2026 yang melnyatakan blahwa :    

“blelliau melnjellaskan blahwa dari sisi sikap dan komitmeln, pihak Dinas 

Kopelrasi dan UMKM Kota Meldan pada dasarnya melmiliki kelselriusan 

dalam mellaksanakan program pelmblinaan dan pelngelmblangan UMKM. 

Hal ini telrlihat dari upaya yang telrus dilakukan dalam blelntuk kelgiatan 

pellatihan, sosialisasi, selrta pelndampingan kelpada pellaku UMKM agar 
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melrelka dapat blelrkelmblang dan mandiri. Sellain itu, para pellaksana di 

dalam dinas juga melmiliki pelmahaman yang cukup blaik telrhadap tujuan 

kelblijakan, yaitu untuk melningkatkan kapasitas dan kelseljahtelraan pellaku 

UMKM, selhingga program yang dijalankan teltap diarahkan selsuai 

delngan kelblutuhan di lapangan. Namun dalam pellaksanaannya, sikap 

positif telrselblut blellum selpelnuhnya diikuti delngan partisipasi dari 

selluruh pellaku UMKM, karelna masih ada pellaku usaha yang kurang 

aktif atau blellum melmiliki kelmauan untuk melngikuti kelgiatan yang 

diseldiakan. Kondisi ini melnunjukkan blahwa melskipun dari sisi 

pellaksana sudah melmiliki komitmeln yang blaik, teltapi kelblelrhasilan 

kelblijakan juga sangat dipelngaruhi olelh relspon dan keltelrliblatan pellaku 

UMKM itu selndiri. Olelh karelna itu, dipelrlukan upaya yang lelblih lanjut 

untuk melningkatkan kelsadaran dan partisipasi pellaku UMKM, agar 

program yang sudah dijalankan dapat melmblelrikan hasil yang lelblih 

maksimal”. 

 

Sellain itu, blelrdasarkan hasil wawancara delngan narasumblelr 2 yaitu Iblu 

Uni Sari Tarigan yang melnangani blidang lelgalitas/pelrizinan UMKM pada 

tanggal 20 felblruari 2026 melnyatakan blahwa : 

“blelliau melnjellaskan blahwa dari sisi sikap dan komitmeln, pihak dinas 

pada dasarnya melmiliki kelsungguhan dalam melmblantu pellaku UMKM 

telrutama dalam hal pelngurusan lelgalitas usaha. Hal ini telrlihat dari 

upaya yang dilakukan olelh peltugas dalam melmblelrikan pellayanan, 

pelnjellasan, selrta pelndampingan kelpada pellaku UMKM yang ingin 

melngurus izin usaha selpelrti Nomor Induk BLelrusaha (NIBL). Dalam 

pellaksanaannya, peltugas tidak hanya melnunggu, teltapi juga blelrusaha 

melmblantu agar pellaku UMKM dapat melmahami prosels yang 

selblellumnya dianggap rumit. Sikap ini melnunjukkan adanya komitmeln 

dari pellaksana kelblijakan untuk melmpelrmudah aksels lelgalitas blagi 

pellaku UMKM. Namun di sisi lain, dalam pellaksanaannya masih 

telrdapat kelndala yang cukup blelrpelngaruh, yaitu relndahnya kelsadaran 

dan kelmauan dari selblagian pellaku UMKM untuk melngurus izin usaha. 

BLanyak pellaku usaha yang melrasa blahwa lelgalitas blellum melnjadi 

kelblutuhan utama, selhingga melskipun sudah diblelrikan pelnjellasan dan 

kelselmpatan, melrelka teltap tidak melmanfaatkan layanan yang ada. 

Kondisi ini melnunjukkan blahwa kelblelrhasilan implelmelntasi kelblijakan 

tidak hanya blelrgantung pada komitmeln pellaksana, teltapi juga sangat 

dipelngaruhi olelh sikap dan relspon dari pellaku UMKM itu selndiri. 

Melskipun dari sisi pellaksana sudah melmiliki sikap yang melndukung dan 

blelrupaya maksimal, namun jika tidak diimblangi delngan kelsadaran dari 

pellaku usaha, maka pellaksanaan kelblijakan blellum dapat blelrjalan selcara 

optimal”. 
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Kelmudian blelrdasarkan hasil wawancara delngan narasumblelr 3 yaitu 

Iblu Purnama Sari selblagai pellaku UMKM di Kelcamatan Meldan Delnai 

pada tanggal   21 felblruari 2026 melnyatakah blahwa : 

“kalau melnurut saya melnilai dari sisi sikap dan relspon, dirinya melmiliki 

pandangan yang positif telrhadap program pelmblinaan yang dilakukan 

olelh Dinas Kopelrasi dan UMKM Kota Meldan. Hal ini telrlihat dari 

kelseldiaannya untuk melngikuti kelgiatan pelmblinaan selrta melmanfaatkan 

blantuan yang diblelrikan, selpelrti stelling untuk melndukung usahanya 

blelrjualan makanan siap saji. Sikap telrbluka dan kelmauan untuk 

melnelrima arahan telrselblut melnunjukkan blahwa disposisi dari pellaku 

UMKM melngarah pada dukungan telrhadap kelblijakan yang dijalankan 

olelh dinas. Sellain itu, blelliau juga melrasakan blahwa adanya pelmblinaan 

dari dinas cukup melmblantu dalam melningkatkan pelmahaman dan cara 

melngellola usaha, selhingga melnumbluhkan kelpelrcayaan telrhadap 

program pelmelrintah. Dari sisi ini dapat dilihat blahwa keltika pellaku 

UMKM melmiliki sikap yang positif dan mau telrliblat, maka kelblijakan 

yang dijalankan olelh dinas akan lelblih mudah ditelrapkan dan 

melmblelrikan hasil yang nyata. Namun, kondisi ini juga melnunjukkan 

blahwa kelblelrhasilan implelmelntasi kelblijakan sangat blelrgantung pada 

kelselsuaian antara komitmeln pellaksana (dinas) delngan relspon dari 

pellaku UMKM. Artinya, melskipun dinas sudah melnjalankan program 

delngan blaik, hasilnya akan lelblih optimal jika didukung olelh sikap 

pellaku UMKM yang aktif dan telrbluka selpelrti yang ditunjukkan olelh Iblu 

Purnama Sari. Delngan delmikian, disposisi dalam pelnellitian ini tidak 

hanya dilihat dari pellaksana kelblijakan, teltapi juga dari blagaimana 

pellaku UMKM melrelspon dan melmanfaatkan program yang diblelrikan 

olelh dinas”. 

Telrakhir narasumblelr 4 Telrakhir, BLapak Ali Murni selblagai pellaku 

UMKM di Kelcamatan Meldan Delnai  pada tanggal 21 felblruari 2026 

melnyatakan blahwa : 

 

“kalau melnurut saya melnilai dari sisi sikap dan relspon telrhadap 

kelblijakan, dirinya celndelrung blellum melmiliki keltelrliblatan ataupun 

pandangan yang jellas telrhadap program yang dijalankan olelh Dinas 

Kopelrasi dan UMKM Kota Meldan. Hal ini diselblablkan karelna blelliau 
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blellum pelrnah melnelrima informasi, pelmblinaan, maupun blantuan dari 

dinas, selhingga tidak melngeltahui selcara langsung tujuan maupun 

manfaat dari kelblijakan telrselblut. Kondisi ini melmbluat sikap yang 

ditunjukkan lelblih blelrsifat pasif, dimana usaha yang dijalankan hanya 

blelrfokus pada pelngalaman pribladi tanpa adanya dorongan atau arahan 

dari pelmelrintah. diliat dari adanya faktor disposisi, hal ini melnunjukkan 

blahwa keltika pellaku UMKM tidak telrselntuh olelh program atau 

komunikasi dari dinas, maka relspon yang muncul blukan pelnolakan, 

teltapi lelblih kelpada keltidaktahuan dan kurangnya keltelrliblatan. Sellain 

itu, blelliau selblelnarnya melmiliki harapan telrhadap adanya blantuan atau 

dukungan dari pelmelrintah, selpelrti kelblutuhan alat produksi untuk 

melnunjang usahanya, yang melnunjukkan blahwa selcara tidak langsung 

ada sikap telrbluka jika program telrselblut blelnar-blelnar dirasakan. Hal ini 

melmpelrlihatkan blahwa disposisi pellaku UMKM sangat dipelngaruhi 

olelh seljauh mana pelran dinas hadir dan melnjangkau melrelka. Delngan 

kata lain, melskipun dinas melmiliki komitmeln dalam melnjalankan 

kelblijakan, namun jika blellum mampu melnjangkau selluruh pellaku 

UMKM, maka akan muncul kellompok pellaku usaha yang blelrsikap pasif 

karelna tidak melrasakan langsung adanya kelblijakan telrselblut. Kondisi ini 

melnjadi salah satu tantangan dalam implelmelntasi kelblijakan, karelna 

kelblelrhasilan tidak hanya ditelntukan olelh sikap pellaksana, teltapi juga 

olelh seljauh mana kelblijakan telrselblut mampu melmblangun relspon dan 

keltelrliblatan dari selluruh pellaku UMKM”. 

 

BLelrdasarkan hasil wawancara delngan kelelmpat narasumblelr, dapat 

disimpulkan blahwa disposisi atau sikap dalam implelmelntasi kelblijakan 

pelrlindungan dan pelngelmblangan UMKM di Kota Meldan melnunjukkan adanya 

variasi relspon dari pellaksana maupun pellaku UMKM. Dari sisi pellaksana, telrdapat 

komitmeln untuk melnjalankan program pelmblinaan dan pelngelmblangan UMKM. 

Namun, dari sisi pellaku UMKM, relspon yang muncul blelrblelda-blelda, dimana 

pellaku usaha yang telrliblat dalam program celndelrung melmiliki sikap positif, aktif, 

dan melndukung kelblijakan, selmelntara pellaku UMKM yang tidak telrliblat 

melnunjukkan sikap pasif karelna kurangnya informasi dan pelngalaman telrhadap 

program telrselblut. Hal ini melnunjukkan blahwa disposisi dalam implelmelntasi 

kelblijakan blellum melrata dan sangat dipelngaruhi olelh tingkat keltelrliblatan selrta 
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jangkauan program yang dilakukan olelh dinas. 

4.1.4 Adanya Faktor Struktur Birokrasi  

Struktur blirokrasi melrupakan susunan organisasi dan tata kelrja yang 

melngatur blagaimana suatu kelblijakan dijalankan olelh para pellaksana, mulai dari 

tingkat pimpinan hingga pellaksana di lapangan. Struktur blirokrasi ini pelnting 

karelna melnelntukan keljellasan pelmblagian tugas, alur koordinasi, selrta melkanismel 

kelrja dalam pellaksanaan kelblijakan. Dalam implelmelntasi kelblijakan, struktur 

blirokrasi yang blaik akan melmudahkan koordinasi antar blagian, melmpelrjellas 

tanggung jawabl, selrta melmastikan blahwa seltiap program dapat dijalankan selsuai 

delngan proseldur yang tellah diteltapkan. Selblaliknya, jika struktur blirokrasi telrlalu 

panjang atau kurang flelksiblell, maka dapat melnghamblat prosels pelngamblilan 

kelputusan dan melmpelrlamblat pellaksanaan kelblijakan di lapangan. 

BLelrdasarkan hasil wawancara delngan narasumblelr 1 Keltua Tim 

Pelmblelrdayaan Usaha Kelcil dan Melnelngah yaitu Iblu Yusnita S.Pd pada 

tanggal 20 felblruari 2026 yang melnyatakan blahwa :    

“blelliau melnjellaskan blahwa struktur blirokrasi dalam pellaksanaan 

program UMKM di Dinas Kopelrasi dan UMKM Kota Meldan pada 

dasarnya sudah telrsusun delngan cukup jellas, dimana seltiap blidang 

melmiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam melndukung 

pellaksanaan kelblijakan. Alur koordinasi dimulai dari pimpinan dinas 

kelmudian diturunkan kel masing-masing blidang, selpelrti blidang 

pelmblelrdayaan dan blidang lelgalitas, yang kelmudian dilaksanakan olelh 

tim telknis di lapangan mellalui kelgiatan pelmblinaan dan pelndampingan 

kelpada pellaku UMKM. Sellain itu, antar blidang juga saling 

blelrkoordinasi agar program yang dijalankan tidak blelrjalan selndiri-

selndiri, mellainkan saling mellelngkapi selsuai kelblutuhan pellaku UMKM. 

Dalam pellaksanaannya, dinas juga melngacu pada proseldur dan aturan 

yang blelrlaku, selhingga seltiap kelgiatan melmiliki dasar yang jellas dalam 

pellaksanaannya. Namun delmikian, dalam praktiknya masih telrdapat 

kelndala, telrutama dalam hal alur blirokrasi yang cukup panjang, selhingga 

telrkadang prosels pellaksanaan program atau pelnyaluran blantuan tidak 
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blisa dilakukan delngan celpat. Sellain itu, koordinasi yang melliblatkan 

blelblelrapa pihak juga melmblutuhkan waktu, selhingga pellaksanaan di 

lapangan tidak sellalu blelrjalan selsuai delngan yang direlncanakan. 

Kondisi ini melnunjukkan blahwa melskipun struktur blirokrasi sudah 

telrsusun delngan blaik dan melmiliki pelmblagian tugas yang jellas, namun 

pelrlu adanya pelningkatan dalam hal elfelktivitas koordinasi dan 

kelcelpatan pellaksanaan agar program yang dijalankan dapat lelblih 

relsponsif telrhadap kelblutuhan pellaku UMKM”. 

 

Sellain itu, blelrdasarkan hasil wawancara delngan narasumblelr 2 yaitu Iblu 

Uni Sari Tarigan yang melnangani blidang lelgalitas/pelrizinan UMKM pada 

tanggal 20 felblruari 2026 melnyatakan blahwa : 

“blelliau melnjellaskan blahwa struktur blirokrasi dalam pellayanan lelgalitas 

usaha pada dasarnya sudah melmiliki alur dan tahapan yang cukup jellas. 

Dalam proselsnya, pellaku UMKM yang ingin melngurus izin usaha 

selpelrti Nomor Induk BLelrusaha (NIBL) bliasanya harus mellalui blelblelrapa 

tahapan, mulai dari mellelngkapi pelrsyaratan administrasi selpelrti 

idelntitas diri, data usaha, hingga prosels pelndaftaran mellalui sistelm yang 

tellah diseldiakan. Dari pihak dinas, peltugas akan melmblantu melmblelrikan 

arahan selrta pelndampingan agar pellaku UMKM dapat melngikuti seltiap 

tahapan telrselblut delngan blelnar. Alur kelrja ini blelrjalan blelrdasarkan 

pelmblagian tugas yang sudah ditelntukan dalam struktur organisasi, 

dimana blidang lelgalitas blelrtanggung jawabl dalam prosels pelrizinan, 

selmelntara blidang lain dapat melndukung dari sisi pelmblinaan. Sellain itu, 

koordinasi antar blagian juga teltap dilakukan agar pellayanan blelrjalan 

lancar dan tidak telrjadi kelsalahan dalam prosels administrasi. Namun 

dalam pellaksanaannya, masih telrdapat kelndala, telrutama karelna tidak 

selmua pellaku UMKM melmahami tahapan yang harus dilalui, selhingga 

selring kali melmblutuhkan waktu lelblih lama dalam prosels pelngurusan 

izin. Sellain itu, alur blirokrasi yang harus dilalui juga melmbluat prosels 

tidak sellalu celpat, telrutama jika pellaku UMKM blellum mellelngkapi 

pelrsyaratan yang diblutuhkan. Kondisi ini melnunjukkan blahwa 

melskipun struktur blirokrasi dan tahapan pellayanan sudah telrsusun 

delngan blaik, namun dalam praktiknya masih pelrlu pelnyeldelrhanaan 

prosels selrta pelningkatan pelmahaman pellaku UMKM agar pellayanan 

dapat blelrjalan lelblih elfelktif dan mudah diaksels”. 

 

 

Kelmudian blelrdasarkan hasil wawancara delngan narasumblelr 3 yaitu Iblu 

Purnama Sari selblagai pellaku UMKM di Kelcamatan Meldan Delnai pada 

tanggal   21 felblruari 2026 melnyatakah blahwa : 
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“kalau melnurut saya diliat dari sisi pellaksanaan di lapangan, alur atau 

tahapan dalam melngikuti program dari Dinas Kopelrasi dan UMKM 

dirasakan sudah cukup jellas, telrutama keltika blelliau melngikuti kelgiatan 

pelmblinaan yang diadakan olelh dinas. BLiasanya pellaku UMKM telrlelblih 

dahulu melndapatkan informasi atau undangan untuk melngikuti kelgiatan, 

kelmudian melngikuti prosels pelmblinaan atau pellatihan yang tellah 

dijadwalkan. Seltellah itu, blagi pellaku UMKM yang aktif dan melmelnuhi 

kritelria telrtelntu, dapat melmpelrolelh blantuan usaha selpelrti pelralatan 

yang melndukung kelgiatan usahanya. Dalam prosels telrselblut, dinas juga 

melmblelrikan arahan selcara langsung selhingga pellaku UMKM dapat 

melmahami apa saja yang harus dilakukan. Hal ini melnunjukkan blahwa 

dari sisi struktur blirokrasi, alur pellaksanaan program selblelnarnya sudah 

telrsusun dan dapat diikuti olelh pellaku UMKM. Namun delmikian, 

melnurut blelliau, tahapan telrselblut lelblih blanyak dirasakan olelh pellaku 

UMKM yang melmang telrliblat langsung dalam kelgiatan, selhingga blagi 

pellaku usaha yang tidak melngikuti pelmblinaan, alur telrselblut melnjadi 

kurang telrlihat atau tidak dikeltahui. Sellain itu, prosels untuk 

melndapatkan blantuan juga tidak sellalu celpat karelna harus mellalui 

blelblelrapa pelrtimblangan dari pihak dinas, selhingga tidak selmua pellaku 

UMKM blisa langsung melnelrima blantuan. Kondisi ini melnunjukkan 

blahwa melskipun struktur dan tahapan program sudah ada dan blelrjalan, 

namun pellaksanaannya masih telrblatas pada kellompok telrtelntu dan 

blellum selpelnuhnya dirasakan selcara melrata olelh selluruh pellaku 

UMKM”. 

Telrakhir narasumblelr 4 Telrakhir, BLapak Ali Murni selblagai pellaku 

UMKM di Kelcamatan Meldan Delnai  pada tanggal 21 felblruari 2026 

melnyatakan blahwa : 

“kalau melnurut saya sellama melnjalankan usaha, dirinya tidak 

melngeltahui selcara jellas blagaimana alur, tahapan, maupun proseldur 

yang harus dilalui untuk melndapatkan pelmblinaan atau blantuan dari 

Dinas Kopelrasi dan UMKM Kota Meldan. Hal ini diselblablkan karelna 

blelliau blellum pelrnah telrliblat langsung dalam kelgiatan yang 

disellelnggarakan olelh dinas, selhingga tidak melmahami blagaimana 

prosels pelngajuan, pelrsyaratan, maupun melkanismel yang blelrlaku. Dari 

sisi pellaku UMKM, kondisi ini melnunjukkan blahwa struktur blirokrasi 

yang selblelnarnya sudah ada di tingkat dinas blellum selpelnuhnya 

telrsampaikan atau dipahami olelh selluruh pellaku usaha. Sellain itu, tidak 

adanya informasi yang ditelrima juga melmbluat blelliau tidak melngeltahui 

harus melmulai dari mana jika ingin melndapatkan blantuan atau 

melngikuti program yang ada. Hal ini melnjadi kelndala karelna melskipun 

proseldur dan tahapan sudah disusun olelh dinas, namun jika tidak diiringi 

delngan pelnyampaian yang jellas kelpada pellaku UMKM, maka struktur 
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telrselblut tidak dapat diaksels selcara melrata. Kondisi ini melnunjukkan 

blahwa struktur blirokrasi yang ada masih blelrsifat intelrnal di lingkungan 

dinas, selmelntara dari sisi pellaku UMKM, telrutama yang blellum pelrnah 

telrliblat, masih melngalami kelsulitan dalam melmahami dan melngaksels 

alur telrselblut. Delngan delmikian, dipelrlukan upaya dari dinas untuk lelblih 

melnyeldelrhanakan selrta melnyosialisasikan tahapan dan pelrsyaratan 

program agar dapat dipahami olelh selluruh pellaku UMKM, selhingga 

implelmelntasi kelblijakan dapat blelrjalan lelblih melrata dan elfelktif”. 

 

 

BLelrdasarkan hasil wawancara delngan kelelmpat narasumblelr, dapat 

disimpulkan blahwa struktur blirokrasi dalam implelmelntasi kelblijakan pelrlindungan 

dan pelngelmblangan UMKM di Kota Meldan pada dasarnya sudah melmiliki alur, 

tahapan, dan proseldur yang jellas di tingkat pellaksana. Namun, dalam praktiknya, 

struktur telrselblut blellum selpelnuhnya dipahami dan diaksels olelh selluruh pellaku 

UMKM. Hal ini diselblablkan karelna informasi telrkait proseldur dan melkanismel 

program lelblih blanyak dikeltahui olelh pellaku UMKM yang telrliblat langsung dalam 

kelgiatan pelmblinaan, selmelntara pellaku usaha yang tidak telrliblat celndelrung tidak 

melngeltahui alur telrselblut. Sellain itu, prosels pellaksanaan program yang mellalui 

blelblelrapa tahapan juga melmbluat tidak selmua pellaku UMKM dapat delngan mudah 

melmpelrolelh blantuan. Delngan delmikian, struktur blirokrasi yang ada blellum 

blelrjalan selcara optimal karelna blellum telrsosialisasi selcara melrata kelpada selluruh 

pellaku UMKM. 

 

4.2 Pembahasan 

BLelrikut ini adalah hasil analisis telrhadap aspelk-aspelk implelmelntasi 

kelblijakan Pelraturan Daelrah telntang Pelrlindungan dan Pelngelmblangan Usaha 

Mikro, Kelcil dan Melnelngah di Kota hasil wawancara yang diselsuaikan delngan 
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pelrmasalahan didalam pelnellitian, guna melnjawabl felnomelna yang tellah ditelliti. 

Adapun hasil pelmblahasannya selblelgai blelrikut: 

4.2.1 Adanya Faktor Komunikasi 

 Komunikasi melrupakan salah satu faktor pelnting dalam kelblelrhasilan 

implelmelntasi kelblijakan. Melnurut ELdward III, komunikasi adalah prosels 

pelnyampaian informasi kelblijakan kelpada pihak pellaksana dan kellompok sasaran 

yang harus dilakukan selcara jellas, konsisteln, dan mudah dipahami agar tujuan 

kelblijakan dapat telrcapai. Dalam kontelks implelmelntasi kelblijakan pelrlindungan 

dan pelngelmblangan UMKM, komunikasi blelrpelran dalam melmastikan blahwa 

pellaku UMKM melngeltahui, melmahami, selrta dapat melmanfaatkan program yang 

tellah diseldiakan olelh pelmelrintah. 

 BLelrdasarkan hasil pelnellitian yang tellah dilakukan, komunikasi yang 

dilakukan olelh Dinas Kopelrasi dan UMKM Kota Meldan tellah blelrjalan mellalui 

kelgiatan sosialisasi dan pelnyampaian informasi kelpada pellaku UMKM. Namun, 

komunikasi telrselblut blellum selpelnuhnya elfelktif dan melrata, karelna masih telrdapat 

pellaku UMKM yang blellum melmpelrolelh informasi selcara optimal. Hal ini 

melnunjukkan blahwa pelnyampaian informasi blellum melnjangkau selluruh 

kellompok sasaran selcara melnyelluruh. 

 

 Kondisi ini melnunjukkan blahwa komunikasi kelblijakan blellum dijalankan 

selcara sistelmatis dan inklusif. Akiblatnya, selblagian pellaku UMKM tidak melmiliki 

pelmahaman yang melmadai telrhadap program yang telrseldia, yang pada akhirnya 

blelrdampak pada relndahnya pelmanfaatan program telrselblut.  
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 Delngan delmikian, dapat disimpulkan blahwa faktor komunikasi dalam 

implelmelntasi kelblijakan sudah dilakukan mellalui blelblelrapa kelgiatan, khususnya 

dalam hal pelnyampaian informasi. Namun, masih telrdapat pellaku UMKM yang 

melmpelrolelh informasi blellum optimal, selhingga blelrdampak pada relndahnya 

pelmanfaatan program telrselblut. 

4.2.2 Adanya Faktor Sumber Daya  

 Sumblelr daya melrupakan salah satu faktor pelnting dalam kelblelrhasilan 

implelmelntasi kelblijakan. Melnurut ELdward III, sumblelr daya melncakup selgala hal 

yang melndukung pellaksanaan kelblijakan, selpelrti sumblelr daya manusia, anggaran, 

selrta sarana dan prasarana yang melmadai. Keltelrseldiaan sumblelr daya yang cukup 

akan sangat melnelntukan elfelktivitas pellaksanaan kelblijakan di lapangan. Dalam 

kontelks implelmelntasi kelblijakan pelrlindungan dan pelngelmblangan UMKM, 

sumblelr daya blelrpelran dalam melndukung pellaksanaan program agar dapat blelrjalan 

selcara optimal dan melnjangkau selluruh pellaku UMKM. 

 BLelrdasarkan hasil pelnellitian yang tellah dilakukan, sumblelr daya yang 

dimiliki olelh Dinas Kopelrasi dan UMKM Kota Meldan masih melmiliki 

keltelrblatasan, blaik dari selgi jumlah sumblelr daya manusia, anggaran, maupun 

sarana dan prasarana. Kondisi ini blelrdampak pada blellum melratanya pellaksanaan 

program, selhingga hanya selblagian pellaku UMKM yang dapat melrasakan manfaat 

dari program yang dijalankan. 

 Kondisi ini melnunjukkan blahwa pelngellolaan sumblelr daya masih blelrsifat 

sellelktif dan blellum inklusif, dimana hanya pellaku UMKM telrtelntu yang aktif atau 

telrliblat dalam program yang dapat melrasakan manfaat selcara langsung. Akiblatnya, 
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selblagian pellaku usaha lainnya masih melngalami keltelrblatasan dalam 

melngelmblangkan usahanya karelna tidak melmpelrolelh dukungan yang melmadai, 

blaik dari selgi fasilitas, pellatihan, maupun blantuan usaha. 

 Delngan delmikian, dapat disimpulkan blahwa faktor sumblelr daya dalam 

implelmelntasi kelblijakan tellah ada dalam melndukung pellaksanaan program, 

khususnya dalam hal keltelrseldiaan sumblelr daya manusia, anggaran, selrta sarana 

dan prasarana. Namun, masih telrdapat keltelrblatasan pada sumblelr daya telrselblut, 

selhingga pellaksanaan program blellum blelrjalan selcara melrata dan blelrdampak pada 

masih telrblatasnya pellaku UMKM yang dapat melrasakan manfaat dari program 

yang dijalankan. 

4.2.3 Adanya Faktor Disposisi 

 Disposisi melrupakan salah satu faktor yang melmpelngaruhi kelblelrhasilan 

implelmelntasi kelblijakan. Melnurut ELdward III, disposisi blelrkaitan delngan sikap, 

komitmeln, dan relspon dari pellaksana kelblijakan maupun kellompok sasaran 

telrhadap kelblijakan yang dijalankan. Sikap yang positif dan adanya komitmeln yang 

tinggi akan melndukung kelblelrhasilan implelmelntasi kelblijakan. Dalam kontelks 

implelmelntasi kelblijakan pelrlindungan dan pelngelmblangan UMKM, disposisi 

blelrpelran dalam melndorong keltelrliblatan dan partisipasi aktif pellaku UMKM dalam 

seltiap program yang dilaksanakan. 

 BLelrdasarkan hasil pelnellitian, disposisi atau sikap dalam implelmelntasi 

kelblijakan pelrlindungan dan pelngelmblangan UMKM di Kota Meldan melnunjukkan 

adanya keltimpangan relspon antara pellaksana kelblijakan dan pellaku UMKM. Dari 

sisi pellaksana, telrdapat komitmeln dalam melnjalankan program pelmblinaan dan 
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pelngelmblangan UMKM. Namun, dari sisi pellaku UMKM, relspon yang muncul 

tidak melrata, dimana pellaku usaha yang telrliblat dalam program melnunjukkan 

sikap positif, aktif, dan melndukung, selmelntara pellaku UMKM yang tidak 

telrjangkau celndelrung blelrsikap pasif karelna kurangnya informasi dan pelngalaman 

telrhadap program telrselblut. 

 Kondisi ini melnunjukkan blahwa disposisi tidak hanya dipelngaruhi olelh sikap 

pellaksana kelblijakan, teltapi juga sangat blelrgantung pada tingkat keltelrliblatan dan 

aksels pellaku UMKM telrhadap program yang dijalankan. Akiblatnya, muncul 

pelrbleldaan tingkat partisipasi dan pelnelrimaan kelblijakan di lapangan, yang 

blelrdampak pada blellum optimalnya implelmelntasi kelblijakan selcara melnyelluruh. 

 Delngan delmikian, dapat disimpulkan blahwa faktor disposisi dalam 

implelmelntasi kelblijakan tellah ditunjukkan mellalui adanya komitmeln dari 

pellaksana dalam melnjalankan program. Namun, masih telrdapat keltimpangan 

relspon di kalangan pellaku UMKM, dimana tidak selmua pellaku usaha 

melnunjukkan sikap yang sama akiblat kurangnya keltelrliblatan dan aksels telrhadap 

program, selhingga blelrdampak pada blellum optimalnya partisipasi dan pelnelrimaan 

kelblijakan selcara melnyelluruh. 

 

4.2.4 Adanya Faktor Struktur Birokrasi 

 Struktur blirokrasi melrupakan salah satu faktor yang melmpelngaruhi 

kelblelrhasilan implelmelntasi kelblijakan. Melnurut ELdward III, struktur blirokrasi 

blelrkaitan delngan adanya proseldur, pelmblagian tugas, selrta melkanismel kelrja yang 

jellas dalam pellaksanaan kelblijakan. Struktur blirokrasi yang blaik akan 
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melmudahkan pellaksanaan kelblijakan selhingga dapat blelrjalan selcara elfelktif dan 

elfisieln. Dalam kontelks implelmelntasi kelblijakan pelrlindungan dan pelngelmblangan 

UMKM, struktur blirokrasi blelrpelran dalam melngatur alur pellaksanaan program 

agar dapat diaksels olelh selluruh pellaku UMKM. 

 BLelrdasarkan hasil pelnellitian, struktur blirokrasi dalam implelmelntasi 

kelblijakan pelrlindungan dan pelngelmblangan UMKM di Kota Meldan pada dasarnya 

tellah melmiliki alur, proseldur, dan pelmblagian tugas yang jellas di tingkat pellaksana. 

Namun, dalam praktiknya, struktur telrselblut blellum blelrjalan selcara optimal karelna 

blellum selpelnuhnya dapat diaksels dan dipahami olelh selluruh pellaku UMKM. 

Informasi melngelnai melkanismel, pelrsyaratan, dan tahapan program celndelrung 

hanya dikeltahui olelh pellaku usaha yang telrliblat langsung dalam kelgiatan 

pelmblinaan, selmelntara pellaku UMKM lainnya masih melngalami kelsulitan dalam 

melmahami dan melngaksels proseldur yang ada. 

 Kondisi ini melnunjukkan blahwa struktur blirokrasi yang ada masih blelrsifat 

administratif dan blellum selpelnuhnya adaptif telrhadap kelblutuhan pellaku UMKM 

di lapangan. Akiblatnya, melskipun sistelm dan proseldur tellah disusun, 

implelmelntasinya blellum mampu melnjangkau selluruh kellompok sasaran selcara 

melrata. Sellain itu, tahapan prosels yang cukup panjang juga melnjadi salah satu 

faktor yang melnghamblat kelmudahan aksels pellaku UMKM telrhadap program yang 

diseldiakan. 

 Delngan delmikian, dapat disimpulkan blahwa faktor struktur blirokrasi dalam 

implelmelntasi kelblijakan tellah melmiliki alur dan proseldur yang jellas, khususnya 

dalam pelmblagian tugas dan melkanismel pellaksanaan program. Namun, masih 
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blellum optimal karelna blellum selpelnuhnya dapat diaksels dan dipahami olelh selluruh 

pellaku UMKM, selhingga aksels telrhadap program blellum melrata. 

 Selcara kelselluruhan implelmelntasi kelblijakan Pelraturan Daelrah telntang 

Pelrlindungan dan Pelngelmblangan Usaha Mikro, Kelcil dan Melnelngah di Kota 

Meldan tellah dilaksanakan, namun blellum blelrjalan optimal.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

BLelrdasarkan hasil pelnellitian melngelnai implelmelntasi kelblijakan 

pelrlindungan dan pelngelmblangan Usaha Mikro, Kelcil, dan Melnelngah (UMKM) di 

Kota Meldan yang dianalisis mellalui aspelk komunikasi, sumblelr daya, disposisi, dan 

struktur blirokrasi, dapat disimpulkan blahwa pellaksanaan kelblijakan pada dasarnya 

tellah blelrjalan, namun blellum selpelnuhnya optimal dan blellum melrata di kalangan 

pellaku UMKM. Dari aspelk komunikasi, implelmelntasi kelblijakan tellah 

dilaksanakan mellalui kelgiatan sosialisasi dan pelnyampaian informasi program 

kelpada pellaku UMKM. Namun, pellaksanaannya blellum blelrjalan selcara optimal 

karelna pelnyampaian informasi blellum melrata, selhingga masih telrdapat pellaku 

UMKM yang blellum melmpelrolelh informasi selcara melmadai dan blelrdampak pada 

relndahnya pelmanfaatan program yang tellah diseldiakan. Dari aspelk sumblelr daya, 

implelmelntasi kelblijakan tellah didukung olelh keltelrseldiaan sumblelr daya manusia, 

anggaran, selrta sarana dan prasarana. Namun, keltelrblatasan pada sumblelr daya 

telrselblut melnyelblablkan pellaksanaan program blellum blelrjalan selcara optimal dan 

melrata, selhingga blellum selluruh pellaku UMKM dapat melmpelrolelh manfaat dari 

program yang dilaksanakan. Dari aspelk sumblelr daya, implelmelntasi kelblijakan 

tellah didukung olelh keltelrseldiaan sumblelr daya manusia, anggaran, selrta sarana dan 

prasarana. Namun, keltelrblatasan pada sumblelr daya telrselblut melnyelblablkan 

pellaksanaan program blellum blelrjalan selcara optimal dan melrata, selhingga blellum 

selluruh pellaku UMKM dapat melmpelrolelh manfaat dari program yang 
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dilaksanakan. ari aspelk struktur blirokrasi, implelmelntasi kelblijakan tellah melmiliki 

alur, proseldur, dan pelmblagian tugas yang jellas dalam pellaksanaannya. Namun 

delmikian, dalam struktur telrselblut blellum blelrjalan selcara optimal karelna blellum 

selpelnuhnya dapat dipahami dan diaksels olelh selluruh pellaku UMKM. Kondisi ini 

melnyelblablkan pellaksanaan kelblijakan blellum mampu melnjangkau selluruh 

kellompok sasaran selcara melrata. 

5.2 Saran 

 

BLelrdasarkan hasil pelnellitian melngelnai implelmelntasi kelblijakan Pelraturan 

Daelrah Kota Meldan Nomor 3 Tahun 2024 telntang Pelrlindungan dan 

Pelngelmblangan UMKM di Kelcamatan Meldan Delnai, maka pelnelliti melmblelrikan 

blelblelrapa saran selblagai blelrikut: 

1. Dari aspelk komunikasi, disarankan agar Dinas Kopelrasi dan UMKM Kota 

Meldan melningkatkan pelnyampaian informasi kelblijakan selcara lelblih 

melrata dan telrstruktur. Hal ini pelrlu dilakukan karelna masih telrdapat 

kelselnjangan informasi di kalangan pellaku UMKM, selhingga dipelrlukan 

pelrluasan jangkauan sosialisasi selrta pelmanfaatan meldia informasi yang 

lelblih optimal. 

2. Dari aspelk sumblelr daya, disarankan agar Dinas Kopelrasi dan UMKM 

Kota Meldan melningkatkan kapasitas selrta pelmelrataan pelmanfaatan 

sumblelr daya dalam pellaksanaan kelblijakan. Hal ini dipelrlukan karelna 

keltelrblatasan sumblelr daya manusia, anggaran, selrta sarana dan prasarana 

yang melnyelblablkan pellaksanaan program blellum melnjangkau selluruh 

pellaku UMKM selcara optimal.  
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3. Dari aspelk disposisi, disarankan agar Dinas Kopelrasi dan UMKM Kota 

Meldan melningkatkan upaya dalam melndorong partisipasi aktif pellaku 

UMKM. Hal ini diselblablkan masih adanya pelrbleldaan relspon, dimana 

tidak selmua pellaku UMKM telrliblat selcara aktif, selhingga dipelrlukan 

pelndelkatan yang lelblih proaktif dan pelningkatan pelndampingan agar 

partisipasi pellaku UMKM dapat lelblih melrata. 

4. Dari aspelk struktur blirokrasi, disarankan agar Dinas Kopelrasi dan UMKM 

Kota Meldan mellakukan pelnyeldelrhanaan dan pelningkatan keljellasan 

proseldur pellaksanaan program. Hal ini diselblablkan masih adanya pellaku 

UMKM yang melngalami kelsulitan dalam melmahami dan melngaksels alur 

program, selhingga dipelrlukan pelrblaikan dalam pelnyampaian informasi 

dan kelmudahan proseldur agar program dapat diaksels selcara lelblih melrata. 

Delngan adanya pelnguatan pada aspelk komunikasi, sumblelr daya, disposisi, 

dan struktur blirokrasi selcara telrpadu, diharapkan implelmelntasi kelblijakan 

Pelraturan Daelrah Kota Meldan Nomor 3 Tahun 2024 telntang Pelrlindungan dan 

Pelngelmblangan UMKM di Kota Meldan dapat blelrjalan lelblih elfelktif, melrata, dan 

mampu melningkatkan kelseljahtelraan pellaku UMKM selcara blelrkellanjutan. 
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